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MOTTO 
                       
                       
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonen Konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab yang 
dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ 
Es (dengan 
titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa ḥ 
Ha (dengan 
titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż 
Zet (dengan 
titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ 
Es (dengan titil 
di bawah) 
ix 
 
ض ḍad ḍ 
De (dengan 
titik di bawah) 
ط ṭa ṭ 
Te (dengan 
titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ 
Zet (dengan 
titik di bawah) 
ع ‘ain ... ʹ ... 
Koma terbalik 
di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
... ' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2.Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
x 
 
 dammah U U 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa ggabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ....... أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ....... أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa tanda dan huruf sebagai berikut : 
Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ........ أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي ....... أ Kasrah dan ī i dan garis di atas 
xi 
 
ya 
و ....... أ 
Dammah 
dan wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Translitersi untuk TaMarbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup 
Ta Marbutah atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati 
Ta Marbutah mati atau mendapat harakan sukun transliterasinya adalah 
/h/.  
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanta Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyahditransliterasi sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai denngan aturan 
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan 
huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal katatidak diambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
8. Huruf Kapital 
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Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf di awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihlangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر ّلّإ دمحم امو Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. نيملاعلا ّبر لله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentuyang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan jata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزاّرلا ريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha  lahuwa khair ar-rāzīqin/ 
Wa innallāha  lahuwa khairur-rāziqīn 
 
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
“PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI 
NIKAH PERSPEKTIF ASAS KEMANFAATAN DAN MAṢLAḤAH (Studi 
Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)”. Perkawinan 
merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya 
batasan usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 
perempuan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap syarat tersebut, maka dapat 
mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama 
Sukoharjo dengan jumlah 43 permohonan pada tahun 2017. Oleh karena itu, perlu 
adanya penelitian mengenai keberlangsungan kehidupan selanjutnya yang dijalani 
para pihak yang melakukan dispensasi nikah, yang mana nantinya mengacu pada 
asas kemanfaatan yang dirasakan oleh para pihak dan masyarakat serta Maṣlaḥah  
dengan adanya Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. 
      Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif-
analitik, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan, yakni 
sumber data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo, para pencari keadilan, dan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada 
di desa tempat tinggal pemohon dispensasi, serta sumber data sekunder berupa 
Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, 
Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan 
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni observasi, 
wawancara, dan dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 
pedekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 
pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah pada Penetapan No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh, 
Penetapan No.045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan Penetapan 
No.0027/Pdt.P/2017/PA.Skh, untuk mengetahui penetapan hakim di Pengadilan 
Agama Sukoharjo mengenai dispensasi nikah ditinjau dari aspek asas 
kemanfaatan dan Maṣlaḥah bagi pencari keadilan Manfaat Penelitian, dan untuk 
mengetahui penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai 
dispensasi nikah ditinjau dari aspek asas kemanfaatan dan Maṣlaḥah bagi 
masyarakat. 
      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yakni 
pernikahan anak sangat medesak untuk dilakukan, antara calon suami dan istri 
tidak ada halangan untuk menikah dan keluarga sudah saling merestui, 
memberikan status yang jelas terhadap anak yang akan lahir, serta merujuk pada 
kaidah fiqiyah yang mana menolak terjadinya kerusakan lebih utama daripada 
menarik kemaslahatan. Penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah 
memberikan manfaat dan Maṣlaḥah  bagi para pencari keadilan serta masyarakat. 
Meskipun begitu, hal tersebut juga menimbulkan problematika baru. 
Kata kunci: penetapan hakim, dispensasi nikah, asas kemanfaatan, Maṣlaḥa 
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ABSTRACT 
 
“DETERMINATION OF JUDGES ON APPLICATION OF NIKAH 
DISPENSATION OF THE UTILIZATION PERSPECTIVE AND 
MAṢLAḤAH " (Determination Study in Sukoharjo Religious Court 2017)”. 
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a husband 
and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One 
Godhead. One of the conditions for carrying out a marriage must reach the 
minimum age of marriage, it's 19 years for men and 16 years for women. The 
deviation from these conditions can apply for marriage dispensation. This 
happened in the Sukoharjo Religious Court with a total of 43 applications in 2017. 
Therefore, there is a need for further research on the survival of those involved in 
the marriage dispensation which later refers to the principle of benefit felt by the 
parties and the community also Maṣlaḥah in the presence Determination of the 
Panel of Judges of the Sukoharjo Religious Court. 
      This study included qualitative research with a descriptive-analytic form with 
a normative juridical approach. The data sources used are primary data sources in 
the form of interviews with Sukoharjo Religious Court Judges, justice seekers, 
and the public or community leaders in the village where the applicant lives for 
dispensation and secondary data sources in the form of the Sukoharjo Religious 
Court Number 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Determination of Sukoharjo Religious 
Court Number 045/Pdt.P/2016/PA.Skh,and Determination of Judges of the 
Sukoharjo Religious Court Number 027/Pdt.P/2017/PA.Skh. Data collection 
techniques used in this study are observation, interviews, and documents. The data 
analysis techniques used are qualitative approaches to primary data and secondary 
data. 
      The purpose of this study was to find out what the judges considered in the 
Sukoharjo Religious Court in granting the marriage dispensation request in 
Determination No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Determination No.045/Pdt.P/2016/ 
PA.Skh, and Determination No.0027/Pdt.P/2017PA.Skh, to find out the judge's 
determination in the Sukoharjo Religious Court regarding marriage dispensation 
in terms of the useful aspects of justice for Research Benefit justice seekers, and 
to determine the judge's determination in the Sukoharjo Religious Court regarding 
dispensation marriage in terms of the basic aspects of benefit and Maṣlaḥah for 
the community. 
      Based on the results of the research that has been done, it can be concluded 
that the judge's consideration in granting the marriage dispensation request, 
namely child marriage is very urgent to do, between the prospective of husband 
and wife there is no obstacle to marriage and the family has blessed each other, 
giving clear status to the child who will born, as well as referring to the fiqiyah 
rules which reject the occurrence of damage is more important than attracting 
benefit. Determination of judges on applications for marriage dispensation 
provides benefits and Maṣlaḥah to justice seekers and the public. Even so, this 
also creates new problems. 
Keywords: Determination of Judges, marriage dispensation, principle of 
expedienc, Maṣlaḥah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
      Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu peristiwa yang 
penting dalam kehidupan manusia yang terjadi antara seorang pria dengan 
seorang wanita dimana peristiwa tersebut menimbulkan akibat lahir 
maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing dan harta kekayaan 
yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan 
berlangsung. Sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan harus 
dipersiapkan sedemikian rupa mulai dari aspek fisik, mental, sosial dan 
ekonomi.
1
 Dalam suatu perkawinan pada dasarnya membentuk suatu unit 
terkecil dalam kehidupan yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu 
sendiri merupakan dasar dalam melangsungkan kehidupan dalam suatu 
negara, oleh karena itu perkawinan harus dilakukan dengan sah dan benar, 
dicatatkan, dan tidak bawah tangan.  
      Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Dengan demikian, pernikahan 
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam 
                                                             
 
1
 Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5 No. 
1, Juni, 2016. Hlm. 145. 
 
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 
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kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.
3
 Dengan 
menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan 
keturunannya, sehingga sebelum melangsungkan suatu perkawinan maka 
perlu dipersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, aspek 
mental, dan aspek ekonomi. 
      Keberadaan perkawinan itu sejalan dengan lahirnya manusia di muka 
bumi dan merupakan fitrah Allah yang diberikan kepada hambanya. 
Diantara firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 : 
                        
                         
 
Artinya :  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4
 
 
      Sementara dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5
 Pasal lain yang menjadi dasar usia 
pernikahan seseorang yakni Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
Tahun 1974, yang mana ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan 
                                                             
 
3
 Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum 
Adat 
 
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, Ar-Rum ayat 21.   
 
5
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 13. 
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bahwa pernikahan seseorang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun 
harus mendapat izin dari kedua orang tua.
6
 
      Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan tersebut dijelaskan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
sebelum melakukan suatu perkawinan yakni mengenai batas usia 
perkawinan. Akan tetapi meskipun telah ditetapkan batasan umur dalam 
perkawinan, dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan dengan 
melakukan perkawinan di bawah umur. Fenomena perkawina di bawah 
umur ini masih sering terjadi  dari zaman dahulu hingga sekarang. 
      Mengenai penyimpangan batas usia minimal menikah, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan 
penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan 
bagi yang belum mencapai batas usia minimal seperti yang telah 
disebutkan dalam tersebut.
7
 
      Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena beberapa faktor salah 
satuya adalah faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar 
nikah. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah merupakan 
hal yang sangat sulit untuk dicegah sehingga hal yang sangat 
                                                             
 
6
 Inna Noor Inayan, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, Ham, 
dan Kesehatan, Jurnal Bidan, Vol. 1 No. 1, Januari 2015, hlm. 49. 
 
7
 Zulfani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 2, Desember 2017, 
hlm.212. 
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dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya terjadi.
8
 Secara umum alasan 
permohonan pengajuan dispensasi nikah adalah : 
a. Pertunangan; 
b. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak; 
c. Hubungan seks di luar ikatan perkawinan dan kehamilan.9 
      Di Kabupaten Sukoharjo banyak terjadi perkawinan di bawah umur. 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang 
diajukan ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Berdasarkan data yang ada di 
Pengadilan Agama Sukoharjo, pada tahun 2017 permohonan dispensasi 
nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo sebanyak 43 permohonan dan 
semuanya dikabulkan.
10
 
      Sukoharjo itu sendiri adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
Pusat pemerintahan berada di Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan 
Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, 
Kabupaten Karanganyar di Timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten 
Gunung Kidul di selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali 
di barat. Luas wilayah 466,66 km2 yang terdiri dari 12 Kecamatan.
11
 
      Pengadilan Agama Sukoharjo terletak di Jalan Rajawali No. 10 
Sukoharjo. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo adalah 
                                                             
 
8
 Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5 No. 
1, Juni, 2016. Hlm. 149. 
 
9
 Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum 
Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hlm. 118. 
 
10
 Anggit, Resepsionis Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, September 
2018 
 
11
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo. diakses pada 22 September 
2018 
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terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung, Berwibawa dan 
Bersahaja. Adapun misi Pengadilan Agama Sukoharjo adalah : 
1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya, serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung 
jawab; 
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas 
dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; 
3. Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan 
persiapan manajemen modern secara layak; 
4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan 
terhadap jalannya peradilan.
12
 
      Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang 
No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman dalam pasal tersebut 
disebutkan bahwa : 
“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkunagn peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”13 
 
      Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan 
memperhatikan peranan penegak hukum itu sendiri. Kunci utama dalam 
memahami penegakan hukum adalah pemahaman yang baik atas prinsip-
prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam 
                                                             
 
12
 www.pa-sukoharjo.go.id/visimisi.html#, diakses pada tanggal 22 September pukul 
23:27. 
 
13
 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1. 
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mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian 
hukum, dan kemanfaatan melalui peradilan.
14
 
      Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang 
melaksanakan proses peradilan, sudah tentu mempunyai tanggung jawab 
besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di 
Pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di 
lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh 
penting pada lingkungan masyarakat dan kredibilitas lembaga peradilan 
itu sendiri. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, 
dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga 
pengadilan.
15
 
      Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, 
keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan 
keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak 
mudah dicari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan 
sama oleh pihak lain.
16
 
      Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar 
tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu 
memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili 
suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu : 
                                                             
 
14
 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam 
Putusan Hakim di Peradilan Perdata,Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12 No. 3, September 2012, 
480. 
 
15
 Ibid., hlm. 481. 
 
16
 Ibid.   
7 
 
 
1. Mengkonstatir, ialah melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang 
sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan gugatan penggugat yang 
kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa 
konkrit; 
2. Mengkwalifisir, ialah menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan 
peristiwa hukum; 
3. Mengkonstituir, ialah setelah terjadinya suatu peristiwa hukum, 
kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya 
atau memberikan hak –haknya kepada yang berhak.17  
      Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Penetapan Hakim Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Maṣlaḥah (Studi 
Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)”, yang dijadikan 
bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini yaitu perkara 
No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh, berdasarkan permohonan dispensasi nikah 
dikarenakan hamil diluar nikah,  perkara No.045/Pdt.P/2016/PA.Skh 
berdasarkan permohoonan dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran 
orang tua dan perkara No.0027/Pdt.P/2017/PA.Skh berdasarkan 
permohonan dispensasi nikah dikarenakan peminangan. Dipilihnyaa 
Pengadilan Agama Sukoharjo dikarenakan tingginya permohonan 
dipensasi nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo dibandingkan Pengadilan 
Agama lain yang berbatasan dengan Pengadilan Agama Sukoharjo yakni, 
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 Tri Harjani Lestianingsih, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Terhadap 
Perkara Warisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Srakarta, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 9.  
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Pengadilan Agama Surakarta sejumlah 3 permohonan, Pengadilan Agama 
Wonogiri sejumlah 13 permohonan, Pengadilan Agama Karanganyar 
sejumlah 25 permohonan. 
      Penelitian ini penting dilakukan sebagai rujukan untuk penelitian 
selanjutnya serta masukan bagi hakim dalam memberikan putusan 
dispensasi nikah ditinjau dari asas kemanfaatan dan . 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada 
Penetapan No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan 
No.045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan Penetapan 
No.0027/Pdt.P/2017/PA.Skh? 
2. Bagaimana penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengenai dispensasi nikah ditinjau dari asas kemanfaatan dan 
Maṣlaḥah bagi pencari keadilan? 
3. Bagaimana penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengenai dispensasi nikah ditinjau dari asas kemanfaatan dan 
Maṣlaḥah bagi masyarakat? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim di 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah pada Penetapan No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh, 
9 
 
 
Penetapan No.045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan Penetapan 
No.0027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
2. Untuk mengetahui penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengenai dispensasi nikah ditinjau dari aspek asas kemanfaatan dan 
Maṣlaḥah bagi pencari keadilan Manfaat Penelitian. 
3. Untuk mengetahui penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengenai dispensasi nikah ditinjau dari aspek asas kemanfaatan dan 
Maṣlaḥah bagi masyarakat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
      Dari penelitian yang berjudul “Penetapan Hakim Terhadap 
Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan 
Maṣlaḥah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 
2017)” diharapkan bermanfaat sebagai: 
1. Secara Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi 
kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum 
keluarga khususnya mengenai pernikahan serta dispensasi nikah 
termasuk dampaknya. 
b. Menjadi bahan rujukan bagi fakultas syariah khususnya bagi para 
akademisi. Dan diharapkan dapat menjadi kajian yang dapat 
dikembangkan bagi para peneliti yang lebih lanjut. 
 
 
10 
 
 
2. Secara Praktis 
a. Memberikan wawasan bagi para pejabat atau pegawai Pengadilan 
Agama dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam pentapan 
putusan mengenai dispensasi nikah untuk mengasilkan suatu putusan 
yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, 
serta Maṣlaḥah. 
b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang 
dispensasi nikah. 
 
E. Kerangka Teori 
      Kerangka teori di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai 
landasan penelitian, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan 
yang akan diteliti.
18
 
      Perkawinan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk melaksanakan 
daripada ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang 
secara halal serta untuk melangsukan keturunannya yang diselenggarakan 
dalam suasana saling mencinta dan kasih sayang antara suami isteri.
19
 
Perkawinan merupakan satu-satunya jalan bagi seorang wanita dan 
seorang pria ketika ingin melangsungkan keturunan dengan benar sesuai 
ajaran Islam. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat membentuk 
suatu unit terkecil dalam kehidupan yakni keluarga yang juga merupakan 
                                                             
 
18
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. Ke-22, (Bandung : 
ALFABETA, 2015), hlm. 60. 
 
19
 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan KHI, (Jakarta : 
PT Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 67. 
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unit utama dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam suatu perkawinan suami isteri harus saling mmembantu dan 
melengkapi agar masing-masing mampu mengembangkan kepribadiannya 
dan dapat mencapai suatu kesejahteraan dalam rumah tangga. 
      Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur seperti 
diungkapkan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada 
pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. 
      Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan bahwa 
calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan 
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir tanpa percerian dan 
memperoleh keturunan yang baik dan sehat.
20
 
      Berbicara mengenai permohonan dispensasi perkawinan di bawah 
umur ada beberapa aspek yang mana aspek tersebut dapat penulis jadikan 
sebagai pedoman serta landasan untuk merealisasikan sebuah penelitian 
yang berjudul “Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi 
Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Maṣlaḥah (Studi Penetapan di 
Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)”. Maka dari itu, aspek yang 
digunakan peneliti adalah aspek yang berkaitan dengan judul tersebut. 
      Dalam literasi penelitian mengenai kerangka teori penelitian ini 
membutuhkan sedikitnya  kerangka teori, yakni : 
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 Zainuddin Ali, Hukum perdata islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm 
13-14. 
12 
 
 
1. Asas Kemanfaatan 
      Hukum berguna bagi masyarakat sebagai bagian dari cita hukum 
(idee des recht), keadilan dan kepastin hukum membutuhkan 
pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan bisa diartikan sebagai 
kebahagiaan (hoppines). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada 
apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. 
Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan 
kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat 
mengharapkaan manfaat, dalam pelaksanaan dan penegak hukum 
harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan 
dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya 
kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang 
membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga 
diartikan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila 
masyarakat memang merasakan.
21
 Dengan adanya unsur kemanfaatan 
dalam putusan hakim, diharapkan mampu memberikan kebahagiaan 
dari manfaat tersebut. Sehingga masyarakat mampu menerima putusan 
tersebut tanpa adanya keresahan dalam suatu masyarakat yang pada 
akhirnya menimbulkan persoalan baru dikarenakan suatu putusan yang 
ditetapkan oleh hakim. 
      Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim 
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya 
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mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada 
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan 
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam 
menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasilnya nanti, 
apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi 
semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang 
maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya 
bagi yang berperkara dan masyarakat.
22
 
      Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus 
memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan 
kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (restituio in 
integrum). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara 
melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi 
kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidak-tidaknya 
putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, 
artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada 
pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa 
yang menjadi haknya.
23
 
     Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar 
yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih pada salah 
satu asas. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari 
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 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam 
Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12 No. 3, September 2012, 
hlm. 485. 
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 Ibid., hlm. 486 
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bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.  
Seorang hakim melalui suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang 
baik dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian 
hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas 
kemanfaaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik 
kedilan, di mana hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari 
hukum itu kepada masyarakat. Hakikatnya hukum dibuat untuk 
menjaga kepentingan manusia.
24
 
      Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih 
cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum 
positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi 
kepastian hukum.  Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung 
kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan 
tertulis tidak menjawab persoalan yang ada.  Dalam situasi demikian, 
hakim harus menemukan untuk mengisi kelengkapan hukum. 
Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa 
ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa tujuan hukum adalah untuk 
manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus 
berguna untuk manusia.
25
 
      Selanjunya teori Utilitis dari Jeremy Bentham berpendapat bahwa 
tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan 
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yang sebesar-besarnya.
26
 Teori Utilitas ini disebut juga dengan teori 
Eudaeministis yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan memberikan 
manfaat kepada masyarakat.
27
 Menurut Betham, tujuan hukum adalah 
memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-
banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan 
kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah 
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. 
Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum ini tergantung apakah 
hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. 
Kemanfaatan diartikan sama dengan kebahagiaan (happines).
28
 
      Menurut Betham, dalam buku Teori Hukum yang ditulis oleh Prof. 
Dr. Satjipto Rahardjo, SH dijelaskan bahwa alam telah menempatkan 
umat manusia di bawah pemerintahan dua penguasa, yakni suka dan 
duka. Untuk dua raja itu, manusia bergelumut tentang apa yang 
sebaiknya dilakukan, dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga 
menentukan apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita katakan, dan apa 
yang kita pikirkan. Raja suka itu merupakan kekayaan, kekuasaan, 
nama baik, perbuatan baik, persahabatan, pengetahuan, dan 
persekutuan. Sementara kebalikan dari raja suka itu sendiri adalah raja 
duka. Oleh Betham kemungkinan ultim raja suka adalah kebahagiaan. 
Seluruh tindak tunduk manusia disadari ataupun tidak sesungguhnya 
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 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika. 2016), hlm. 11. 
 
27
 Lukman Santoso dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Setara Press. 2016), 
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tertuju untuk meraih kebahagiaan itu. Menurt Betham, apa yang cocok 
digunakan atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang 
cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga apa 
yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung 
menambah ketenangan individu-individu yang merupakan anggota 
masyarakat itu. Inilah yang mesti menjadi titik tolak dalam menata 
hidup manusia, termasuk hukum.
29
 
      Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam telah 
mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Sejak 
abad ke-7 Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat.
30
 
 
2. Maṣlaḥah 
      Secara etimologi, Maṣlaḥah sama dengan manfaat baik dari segi 
lafal maupun makna atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. 
Apabila dapat dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan 
dan menuntut ilmu itu juga merupakan suatu kemaslahatan maka hal 
tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu peyebab 
diperolehnya manfaat lahir dan batin.
31
 
     Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maṣlaḥah yang 
dikemukakan oleh ulama ushul fiqh tetapi seluruh definisi ulama ushul 
fiqh tersebut mengandung makna yang sama. Imam al-Ghazali 
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 Satjipto rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 
(Yogyakaarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 83. 
 
30
 Muhammad Alim, Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam, Jurnal Media 
Hukum, Vol 17 No. 1, Juni 2010, Hlm.159. 
 
31
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), hlm 114 
17 
 
 
mengemukakan bahwa pada prinsipnya, Maṣlaḥah secara terminologi 
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka 
memelihara tujuan-tujuan syara’.32 
 
3. Dispensasi Nikah 
      Dispensasi nikah merupakan pernikahan yang terjadi pada 
pasangan atau salah satu dari calon yang akan melangsungkan 
pernikahan tetapi belum mencapai usia standar pernikahan yang sudah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan.
33
 Usia perkawinan itu sendiri adalah usia atau umur 
seseorang yang dianggap telah siap melangsungkan suatu perkawinan 
atau pernikahan. Kesiapan seseorang dalam melangsungkan suatu 
perkawinan menyangkut kesiapan mental dan fisik.
34
 
      Pada Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya 
diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
35
 
      Secara umum alasan permohonan pengajuan dispensasi nikah 
adalah : 
a. Pertunangan; 
b. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak; 
c. Hubungan seks di luar ikatan perkawinan dan kehamilan.36 
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 Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum 
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     Dalam pelaksanaannya, permohonan dispensasi nikah ini dapat 
diajukan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. 
Di dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan harus 
didasarkan atas persetujuan kedua orang tua apabila kedua calon 
mempelai belum mencapai usia 21 tahun.
37
 
      Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi 
terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu : 
a. Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 
mencapai umur minimum, yakni : 
1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon 
mempelai; 
2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5) Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 
belum mencapai usia minimum, yaitu : 
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1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun 
dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak 
melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari 
Pengadilan Agama; 
2) Pemohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 
(1) Pasal ini diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita 
kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 
tinggalnya; 
3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan 
untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan 
Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu ketetapan; 
4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada Pemohon 
untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan. 
 
4. Nikah Bawah Umur 
      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun 
untuk laki-laki dan 16  tahun untuk perempuan, sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 7 ayat (1). 
      Penjelasan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah umur adalah 
pernikahan yang dilakukan calon mempelai yang belum mencapai 
batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
20 
 
 
yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. 
Prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan ini adalah bahwa calon suami dan isteri harus 
telah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan suatu perkawinan, 
sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secarabaik tanpa 
berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
      Skripsi yang ditulis oleh Takdir Lela, Program Studi Hukum Keluarga 
Islam, Fakultas Syariah Instittut Agama Islam Negeri Surakarta yang 
berjudul “Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah 
Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013)”.38 
Dalam skripsi yang ditulis Takdir Lela, dijelaskan mengenai pertimbangan 
hukum yang digunakan hakim untuk atas penetapan pemberian dispesasi 
nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo dan faktor yang mempengaruhi 
dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di 
bawah umur. 
      Skripsi karya Hanis Kelana Irianto, Program Studi Hukum Keluarga 
Islam, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang 
berjudul “Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di 
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Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)”.39 
Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan hakim yang 
digunakan Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan surat dispensasi 
kawin di bawah umur dan faktor yang mendorong anak dibawah umur 
mengajukan dispensasi kawin. 
      Skripsi karya Dody Laksana P, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 
Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul 
“Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim 
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014”.40 Hasil penelitian ini 
mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta 
untuk memutus perkara dispensasi nikah anak di bawah umur dan alasan 
mengapa hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah. 
      Skripsi karya Masrukhan, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, 
Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul 
“Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari 
Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sraten Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2017)”.41 Hasil penelitian ini mengenai 
faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Sraten Kecamatan 
Gatak Kabupaten Sukoharjo, dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan 
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di bawah umur, dan tinjuan maslahah mursalah terhadap perkawinan di 
bawah umur. 
      Skripsi karya Fuat Mubarok, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 
Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang berjudul 
“Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Perkara Pengadilan 
Agama Salatiga Tahun 2013-2016)”.42 Hasil penelitian ini mengenai 
faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi 
perkawinan di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam penetapan 
dispensasi perkawinan di bawah umur. 
      Persamaan dengan penelitian ini yakni, sama-ama membahas 
mengenai pernikahan di bawah umur yakni pernikahan yang dilakukan 
dimana salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia 
minimal perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dimana batas usia minimal perkawinan bagi pria 
adalah 19 tahun dan batas usia minimal perkawinan bagi wanita adalah 16 
tahun. Selain itu juga sama-sama mmbahas pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Adapun perbedaan dengan 
penelitian ini yakni, penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan yang  
dianalisis menggunakan asas kemanfaatan dan Maṣlaḥah. 
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G. Metode Penelitian 
      Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 
tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, 
data, tujuan, dan kegunaan.
43
 
     Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 
1. Jenis Penelitian 
      Penilitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk 
deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dianalisis dengan 
menggunakan norma hukum dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian 
hukum normati bergerak di bidang norma yang bersifat ideal.
44
 
      Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah 
hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya 
terhadap seluruh perangkat perundang-undang.
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
43
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 
2012), hlm. 2. 
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2. Data dan Sumber Data 
      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni ; 
a. Sumber data primer 
      Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari 
pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, 
dan pada penelitian ini akan melakukan wawancara atau interview 
dengan responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, 
pencari keadilan, dan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada 
di Desa tempat tinggal pemohon dispensasi. 
b. Sumber data sekunder 
      Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 
sumber yang sudah ada yang mana akan memberikan petunjuk dan 
penjelasan selanjutnya mengenai sumber data primer, seperti buku, 
jurnal, hasil penelitian berwujud laporan, Undang-undang. 
Dengan menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya : 
1) Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
018/Pdt.P/2017/PA.Skh; 
2) Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
045/Pdt.P/2016/PA.Skh; 
3) Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
0027/Pdt.P/2017/PA.Skh; 
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3. Lokasi Penelitian 
      Dalam penyusunan proposal skripsi ini, dibutuhkan lokasi 
penelitian yakni di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Dukuh tempat 
kediaman pemohon dispensasi nikah. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
      Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai 
berikut : 
a. Observasi 
      Teknik ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data dimana 
peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat 
terhadap gejala-gejala subyek yang akan diselidiki baik 
pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun 
dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.
46
  
      Dalam hal ini observasi dilakukan kepada pihak pemohon 
dispensasi nikah dan masyarakat yang berada di Desa pemohon 
dispensasi nikah. 
b. Wawancara 
      Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 
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tertentu.
47
 Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak 
yaitu  pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.
48
 Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber 
adalah hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tentang pertimbangan 
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, 
pemohon dispensasi nikah, dan masyarakat atau tokoh masyarakat 
yang berada di Desa tempat tinggal dispensasi nikah. 
      Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni 
wawancara tidak berencana (wawancara tidak berpatokan). Dalam 
wawancara ini, tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan 
dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui 
terikat pada aturan-aturan yang ketat.  
      Alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. 
Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk menghindari 
kehabisan pertanyaan.
49
 
c. Dokumen 
      Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
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monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 
misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang 
berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 
patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap 
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 
penelitian kualitatif.
50
 
      Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
hasil persidangan di Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai 
permohonan dispensasi nikah yakni : 
a) Penetapan No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh; 
b) Penetapan No.045/Pdt.P/2016/PA.Skh; 
c) Penetapan No.0027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
 
5. Teknik Analisis Data 
      Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, analisis yang 
digunakan adalah pedekatan kualitatif terhadap data primer dan data 
sekunder. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempelajari, 
meneliti, dan mengolah data menggunakan cara deskriptif analitik 
yaitu dengan mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut 
kemudian dianalisis. Serta menggunakan cara berfikir induktif yaitu 
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metode dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
 
H. Sistematika Penulisan 
      Untuk memahami urutan dan pola pikir dari tulisan ini, maka 
rancangan penulisan proposal skripsi ini disusun dalam lima sub bab. 
Setiap bab mendiskipsikan muatan isi yang mana antara  satu dengan yang 
lain saling melengkapi. Untuk itu disusun sitematis sedemikian rupa 
sehingga dapat tergambar ke arah mana tujuan dari penulisan ini. 
      Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, Halaman Nota 
Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman 
Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. 
      Bab I mencakup pendahuluan yang memuat latar belakang yang berisi 
ide penulisan skripsi ini. Kemudian rumusan masalah yang muncul dari 
latar belakang masalah. Selanjutnya tujuan, dan manfaat penelitian. 
Kemudian kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka  berfikir 
dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian yang kemudian 
dilanjut dengan metode penelitian. Diakhiri dengan sistematika penulisan 
agar mempermudah penelitian ini untuk dipahami. 
      Bab II membahas mengenai tinjauan umum perkawinan yang meliputi 
pengertian pernikahan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, 
perkawinan di bawah umur. Tinjauan umum dispensasi nikah yang 
meliputi pengertian dispensasi nikah, prosedur mengajukan dispensasi 
nikah, syarat dispensasi nikah. Tinjauan umum  penetapan hakim yang 
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mencakup pengertian penetapan hakim, kekuatan hukum penetapan 
hakim. Tinjauan umum asas  kemanfaatan. Kemudian tinjauan umum 
Maṣlaḥah. 
      Bab III mejelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Sukoharjo, 
yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo, profil hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo, struktur organisasi Pengadilan Agama 
Sukoharjo, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sukoharjo,. 
Kemudian menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam penetapan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan 
N0. 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan No. 045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan 
Penetapan No. 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
      Bab IV membahas tentang implementasi asas kemanfaatan dalam 
penetapan permohonan dispensasi pada Penetapan N0. 
018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan No. 045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan 
Penetapan No. 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
      Bab V meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan 
dan saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A.  Tinjauan Umum Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
      Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan 
lahir  batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
      Berdasarkan konsep perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka ada beberapa unsur dalam 
perkawinan yaitu : 
1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa 
secara formal  (lahiriah) kedua pasangan suami isteri yang benar-
benar  mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Jadi di dalam UUP tidak mengenal perkawinan percobaan 
seperti di dunia Barat dan Jepang; 
2) Perkawinan merupakan ikatan  lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan 
bahwa UUP menganut monogami meskipun dengan beberapa 
pengecualian; 
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3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan 
hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus 
dihindarkan,  namun demikian UUP juga tidak menutup 
kemungkinan terjadi perceraian, tetapi hanya dipersulit; 
4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma 
agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan 
peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau 
kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
     Perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin, dalam hal ini 
berarti bukan hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja melainkan 
keduanya. Ikatan lahir berarti ikatan yang nampak antara keduanya 
yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara 
seorang pria dengn seorang wanita. Sementara ikatan batin itu 
merupakan ikatan yang tidak nampak atau tidak dapat dilihat nyata 
dan hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. 
      Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu 
sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada 
manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan 
cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-
pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-
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masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan.
2
 
     Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan 
dalam pasal 2 sebagai berikut : 
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad 
yang sangat kuat atau mitsāqan ghaliẓān untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”3 
      Perkawinan dilihat dari segi keagamaan merupakan suatu ikatan 
jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama 
yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.  Perkawinan 
dalam ikatan jasmani dan rohani berarti laki-laki dan perempuan 
sudah mempunyai ikatan untuk mewujudkan kehidupan. Perkawinan 
merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan. 
 
2.  Tujuan Perkawinan 
      Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.  
      Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 
untuk itu suami isteri masing-masing perlu saling membantu dan 
melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam 
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mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Konsep keluarga menunjuk pada suatu unit terkecil 
dalam suatu masyarakat yang organisasi dalam kehidupannya 
didasarkan atas perkawinan yang sah. Sementara rumah tangga 
merupakan tujuan dibentuknya keluarga yakni suatu keluarga yang 
mandiri yang mengatur kehidupannya sendiri meliputi ekonomi dan 
sosialnya. Selanjutnya, bahagia diartikan sebagai kehidupan bersama 
antara suami dan isteri dalam suasana yang bahagia. Sementara kekal 
diartikan sebagai perkawinan itu tidak hanya untuk sesaat saja, 
melainkan diharapkan dapat berlangsung sampai  waktu yang lama 
atau seumur hidup. 
      Dalam hukum Islam, perkawinan mengikatkan tali perjanjian  yang 
suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun 
rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih 
sayang.
4
 Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk 
memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 
harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak 
dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam terciptanya 
ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan 
hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih 
sayang antara anggota keluarga.
5
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      Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan 
tujuan perkawinan menurut hukum Islam antara lain Drs. Masdar 
Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk 
memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga 
sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan 
memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk 
mencegah perzinaan dan juga agar terciptanya ketenangan dan 
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. 
6
 
       Ny. Soemiati S.H, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam 
Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi’at kemanusiaan, yaitu 
berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang 
untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.
7
 
      Mahmud Yunus merumuskan secara singkat tujuan perkawinan 
menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah 
dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan 
teratur.
8
 
      Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan 
secara keseluruhan sesuai dengan isyarat Al-Qur’an dalam 
membicarakan sebuah perkawinan. Pada dasarnya seluruh tujuan dari 
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perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa 
cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud 
ketentraman dalam keluarga, Al-Qur’an menyebutnya dengan konsep 
sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagaimana disebutkan dalam surat 
ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi : 
                      
                        
     
Artinya: 
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”9 
  
      Term sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Al-Qur’an lebih 
menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, 
sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras 
dengan Al-Qur’an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai 
dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila  tujuan dari 
perkawinan tersebut telah tercapai yaitu sakinah, mawadah, 
warahmah.
10
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      Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang, tentram, tidak 
bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-
Qur’an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus 
yaitu kedamaian dari Allah yang dihujamkan di dalam qalbu. Namun 
demikian, manusia bukan sama sekali tidak berperan dalam kehadiran 
ketenangan ini. Satu hal yang menjadi kekhasan “ketenangan” yang 
berasal dari sakinah ini adalah adanya unsur kesengajaan.
11
 
      Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
keluarga sakinah ini merupakan keluarga yang tenang, tentram dan 
damai dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan 
adanya gejolak yang dapat meresahkan jiwa mereka, atau bisa 
dikatakan sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil. 
      Sedangkan Raghib Al-Ishfahani mendefinisikan mawaddah 
dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan 
ingin memiliki objek yang dicintainya atau diartikan dengan 
menggambarkan cinta tanpa pamrih.  Al –Thabata’i menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan al-mawaddah adalah rasa cinta yang 
jelas-jelas mempengaruhi perilaku nyata.
12
 
      Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga 
dapat mencapai level mawaddah sebuah keluarga dimana keluarga 
tersebut mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk mencintai dan 
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menyayangi satu sama lain, apabila keinginan itu tidak terpenuhi 
maka akan mengarah pada suatu keputusan. 
      Raghib al-Ishfahani mengartikan Rahmah dengan “riqqah” yang 
biasa diartikan dengan penghambaan, lembut, lunak dan kasihan. 
Orang yang sedang mencinta dikatakan menghamba, karena akan 
selalu melayani objek yang dicinta, ia pun akan selalu bersikap lemah 
lembut.
13
 
      Dalam kehidupan nyata, kehidupan keluarga yang bahagia 
cerminan sakinah, mawaddah, wa rahmah memang tidak bisa 
dipisahkan. Sebuah keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga 
tersebut telah berhasil merangkai tiga konsep tersebut menjadi suatu 
fondasi yang utuh. 
      Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dinyatakan 
dalam pasal 3 sebagai berikut : 
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”14 
      Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi Hukum 
Islam tersebut, ternyata tidak ada yang bertentangan dengan tujuan 
perkawinan menurut konsepsi Undang-undang Perkawinan, bahkan 
dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan 
perkawinan menurut hukum Islam.
15
 
 
3. Syarat dan Rukun Perkawinan 
      Sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum tidak akan terlepas dari 
rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Begitupula dalam perkawinan, 
sebua perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya belum 
lengkap. 
16
 
      Syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tertuang dalam pasal 2, pasal 6, pasal 7 yang dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1) Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan; 
2) Perkawinan harus dicatatkan; 
3) Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak; 
4) Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari 
orangtua; 
5) Apabila salah satu dari orangtua meninggal, izin diperoleh dari 
orangtua yang masih hidup; 
6) Apabila kedua orangtua meninggal, izin diperoleh dari wali; 
7) Batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun 
dan bagi calon mempelai perempuan adalah 16 tahun; 
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8) Apabila belum mencapai batas usia minimal maka dapat 
mengajukan dispensasi nikah; 
      Larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan tertuang dalam pasal 8 sampai dengan pasal 
10 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan 
sedarah, semenda, sepersusuan, bibi atau kemenakan, dan 
mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin; 
2) Masih terikat tali perkawinan yang sah; 
3) Suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali maka tidak 
boleh dilangsungkan perkawinan lagi diantara mereka sepanjang 
hukum masing-masing agama tidak menentukan lain. 
     Begitu pula dengan Hukum Islam, syarat-syarat perkawinan 
merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya 
terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala 
hak dan kewajiban sebagai suami isteri. 
      Pada garis besarnya, syarat-syarat sahnya suatu perkawinnan itu 
ada dua : 
1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang 
ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan 
merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram 
dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya; 
40 
 
 
2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.17 
      Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan 
diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 yang dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon 
isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul; 
2) Batas usia minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan 
batas usia minimal calon mempelai perempuan adalah 16 tahun.; 
3) Bagi yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat 
persetujuan dari orang tua; 
4) Adanya persetujuan dari calon mempelai dalam bentuk lisan, 
tulisan, atau isyarat; 
5) Tidak terdapat halangan pernikahan. 
      Penjelasan mengenai wali nikah diatur dalam pasal 19 sampai 
dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh; 
2) Wali nikah terdiri dari dua. Pertama, wali nasab yang terdiri dari 
empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu 
didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 
kekerabatan. Kedua, wali hakim yang mana baru dapat bertindak 
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sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau ghaib atau adlal atau enggan. 
      Penjelasan mengenai saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 
tertuang pada pasal 24 sampai dengan pasal 26 yang dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah 
seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu 
ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; 
2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 
 Penjelasan mengenai akad nikah tertuang dalam pasal 27 sampai 
dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Ijab kabul harus beruntun; 
2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah; 
3) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria 
secara pribadi; 
4) Jika calon mempelai pria tidak mampu maka boleh diwakilkan 
dengan ketentuan memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 
penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 
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4. Perkawinan di Bawah Umur 
a. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 
      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 
tahun untuk laki-laki dan 16  tahun untuk perempuan, sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 7 ayat (1).  
      Penjelasan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah 
umur adalah pernikahan yang dilakukan calon mempelai yang 
belum mencapai batas usia yang ditentukan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan 
perempuan berusia 16 tahun. Prinsip yang dianut dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah 
bahwa calon suami dan isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk 
melangsungkan suatu perkawinan, sehingga dapat mewujudkan 
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian 
dan mendapat keturunan yang sehat. 
b. Faktor Pendorong Dilakukannya Perkawinan di Bawah Umur 
1) Kekhawatiran orang tua karena pergaulan anak 
      Pergaulan remaja yang semakin tidak mengenal batas 
karena pengaruh budaya asing yang negatif yang 
mengakibatkan fenomena perkawinan di bawah umur semakin 
meningkat. Memang ada pihak-pihak yang menginginkan 
43 
 
 
perkawinan segera dilangsungkan untuk menghindari hal-hal 
negatif yang mungkin dapat terjadi terhadap anak-anak mereka, 
jika perkawinan tidak segera dilaksanakan.
18
 Kekhawatiran 
orangtua ini secara umum disebabkan karena adanya rasa takut 
dari dalam diri orangtua jika anaknya suatu saat melakukan 
perbuatan yang membuat malu nama baik keluarga akibat 
pergaulan anak yang tidak dapat dikendalikan lagi sehingga 
orangtua lebih memilih untuk menikahkan anaknya sehingga  
2) Faktor internal (keinginan dari diri sendiri)  
      Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat 
berasal dari dalam individu itu sendiri. Keinginan dari anak 
yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap 
mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. 
Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling 
cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya 
membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia 
muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi 
kedepannya.
19
 
3) Faktor pergaulan bebas  
      Remaja-remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas 
seksual di masa berpacaran dengan pa\zsangannya. Kehamilan 
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yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman 
kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak 
menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda.
20
 
Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja 
tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi 
pada reproduksinya. Remaja melakukan pergaulan dengan 
sangat bebas yang menjadikan mereka lepas kontrol dalam 
pergaulan sehingga terjadi hal-hal yang awalnya tidak 
diinginkan. Hal ini menjadi salah sat faktor mereka untuk 
melakukan pernikahan di usia yang belum sesuai dengan batas 
usia minimum pernikahan.
21
 
4) Hamil di Luar Nikah 
      Anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena 
pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-
vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. 
Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau 
menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan 
keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan 
penyaringan. Faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut 
sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang 
tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan 
                                                             
 
20
 Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, JURNAL STUDI 
PEMUDA, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 9. 
 
21
 Marmiati Mawardi, Problematika Perkawinan Di Bawah Umur, Jurnal “Analisa” 
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tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu 
kehamilan. Hal ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal 
dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas 
yang dilakukan.
22
 
5) Faktor Ekonomi/Kemiskinan 
      Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua memilih untuk 
menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan 
anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki 
anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan 
dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang 
memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering 
terjadi pada masyarakat yang tinggal di Desa. Biasanya anak 
berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan 
berdampak baik anak anak maupun orang tuanya. Si anak bisa 
mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya 
bisa berkurang.
23
 
6) Tradisi/adat/agama 
      Salah satu penyebab dari perkawinan anak adalah faktor 
budaya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Menurut tradisi, 
informasi kesehatan reproduksi dianggap sebagai sesuatu yang 
tabu, porno, dan dosa. Hal ini menjadi salah satu alasan 
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terjadinya perkawinan anak. Dalam ketabuan membicarakan 
hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas 
pada anak menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti 
mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin 
coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti 
internet (video porno), selain sekolah, guru dan orang tua.
24
 
c. Dampak Perkawinan di Bawah Umur 
1) Dampak Terhadap Hukum  
      Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang 
telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:  
a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  
b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, 
mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan 
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anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
25
 
2) Dampak Pendidikan 
      Bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama 
pada usia yang masih di bawah umur tidak dapat mewujudkan 
keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau 
tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi 
belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur 
karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah 
menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur 
merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan 
dan pembelajaran.
26
 
3) Dampak Psikologis 
      Ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat 
mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh 
emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir 
yang belum matang. Melihat  perkawinan dibawah umur dari 
berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak 
negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti 
tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma 
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psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit 
disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya 
yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti 
atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata 
telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 
tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang 
perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang 
lebih banyak memberikan dampak negative.
27
 
4) Dampak Biologis 
      Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam 
proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk 
melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika 
sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru 
akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan 
membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan 
jiwa anak.
28
 
5) Dampak Kesehatan 
      Perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun 
memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami 
menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan 
oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan 
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dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita 
wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada 
kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena 
terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang 
terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang 
tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 
tahun.
29
 
6) Dampak Sosial 
       Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya 
dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang 
menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya 
dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat 
bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama 
Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil 
Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki 
yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap 
perempuan. 
30
 
 
B. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah 
1. Pengertian Dispensasi Nikah 
      Dispensasi nikah merupakan pernikahan yang terjadi pada 
pasangan atau salah satu dari calon yang akan melangsungkan 
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pernikahan tetapi belum mencapai usia standar pernikahan yang sudah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan.
31
 Usia perkawinan itu sendiri adalah usia atau umur 
seseorang yang dianggap telah siap melangsungkan suatu perkawinan 
atau pernikahan. Kesiapan seseorang dalam melangsungkan suatu 
perkawinan menyangkut kesiapan mental dan fisik.
32
 
      Pada Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya 
diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
33
 
      Dispensasi nikah adalah untuk perkawinan yang calon mempelai 
laki-laki atau perempuannya  masih di bawah umur dan belum 
diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.
34
 
 
2. Prosedur Mengajukan Dispensasi Nikah 
      Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur dapat 
diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama 
Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. 
Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampiri dengan surat 
pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa 
setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah 
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mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan 
membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia 
kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan 
bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi usia 
kawin.
35
 
      Adapun syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan adalah 
sebagai berikut : 
a. Fotocopy KTP Para Pemohon (orang tua yang kurang umur) dan 
besan; 
b. Fotocopy Kartu Keluarga (bermeterai 6000, cap pos); 
c. Fotocopy Surat Nikah Pemohon/Para Pemohon (orang tua dan 
besan) bermeterai 6000, cap pos; 
d.  Fotocopy Ijazah Anak (bermeterai 6000, cap pos). 
e. Surat penolakan dari KUA (asli); 
f. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 
Agama; 
g. Membayar panjar biaya perkara. 
 
C. Tijauan Umum Penetapan Hakim 
1. Pengertian Penetapan Hakim 
       Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan 
(volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin 
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nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. 
Penetapan merupakan jurisdictio voluntaria (bukan peradilan yang 
sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak 
ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata 
“mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.36 
 
2. Bentuk dan Isi Penetapan 
      Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang 
membedakannya adalah sebagai berikut : 
a. Hanya mengandung satu pihak yang berperkara; 
b. Tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti putusan; 
c. Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, 
melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon; 
d. Amarnya hanya berbentuk declatoir atau konstitutif; 
e. Menggunakan kata “menetapkan”; 
f. Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon; 
g. Tidak ada reconventive dan intervensi; 
h. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi.37 
 
3. Kekuatan Hukum Penetapan 
a. Penetapan sebagai Akta Otentik 
      Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan 
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sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi 
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
38
 
b. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan 
permohonan hanya terbatas kepada diri pemohon 
      Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk 
akta autentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat 
padanya berbeda dengan yang terdapat pada putusan yyang bersifat 
contentiosa.
39
 Dalam putusan yang bersifat partai (contentiosa), 
nilai kekuatan pembuktiannya adalah : 
1) Benar-benar sempurna dan mengikat; 
2) Kekuatan mengikatnya meliputi para pihak yang terlibat dalam 
perkara dan ahli waris mereka serta kepada orang atau pihak 
ketiga yang mendapat hak dari mereka. 
       Tidak demikian halnya dengan penetapan, sesuai dengan sifat 
proses pemeriksaannya yang bercorak ex-parte atau sepihak, nilai 
kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan 
sifat ex-parte itu sendiri dalam arti nilai kekuatan pembuktiannya 
hanya mengikat pada diri pemohon saja dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga. 
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D. Tijauan Umum Asas Kemanfaatan 
      Hukum yang berguna bagi masyarakat sebagai bagian dari cita hukum 
(idee des recht), keadilan dan kepastian hukum pastinya membutuhkan 
pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan yang merupakan pelengkap 
ini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (hoppines). Baik buruknya suatu 
hukum bergantung bagaimana hukum tersebut memberikan kebahagiaan 
kepada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu 
memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat.
40
 
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegak 
hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat sehingga 
dapat menghindarkan timbulnya keresahan di dalam masyarakat.
41
 Hukum 
yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. 
Kemanfaatan disini dapat juga diartikan mentaati hukum tanpa perlu 
dipaksa dengan sanksi apabila masyarakat memang merasakan.
42
 Dengan 
adanya unsur kemanfaatan dalam putusan hakim, diharapkan mampu 
memberikan kebahagiaan dari manfaat tersebut. Sehingga masyarakat 
mampu menerima putusan tersebut tanpa adanya keresahan dalam suatu 
masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru dikarenakan 
suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim. 
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      Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim 
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar 
keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi 
kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat 
pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah 
mempertimbangkan hasilnya nanti, apakah putusan hakim tersebut 
membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan 
dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan 
pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.
43
 
      Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus 
memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali 
tatanan masyarakat pada keadaan semula (restituio in integrum). 
Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui 
pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan 
bersama dalam masyarakat. Harapan setidak-tidaknya putusan hakim 
dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada 
pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan 
akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.
44
 
Apalagi jika perbuatan itu berakibat buruk, akan menjadi sangat tercela 
secara etis karena kemuliaan sebuah tindakan terletak pada kemuliaan 
tujuan atau motivasi berikut akibatnya yang harus bernilai dan bermanfaat 
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bagi banyak orang.
45
 Oleh karena itu putusan hakim harus mampu 
memulihkan tatanan masyarakat. 
      Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta 
mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang dijatuhkan 
nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan 
tidak menimbulkan ekor perkara baru.
46
 Hakim harus memperhatikan 
pertimbangan pula hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus 
tertentu harus memilih pada salah satu asas. Dengan demikian kualitas 
putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum 
yang digunakan dalam perkara. Seorang hakim melalui suatu 
pertimbangan hukum dengan nalar yang baik dapat menentukan kapan 
berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan 
keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaaatan bergerak di antara titik 
kepastian hukum dan titik kedilan, di mana hakim lebih melihat pada 
tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. 
47
 kemanfaatan 
itu sendiri merupakan tujuan dari keadilan yang akan menentukan isi 
hukum. Hukum dipandang adil ketika memberikan kebaikan dalam 
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kehidupan manusia.
48
 Hakikatnya hukum dibuat untuk menjaga 
kepentingan manusia.
49
 
      Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung 
mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang 
ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum.  
Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum 
mengalami kebuntuan manakala ketentuan tertulis tidak menjawab 
persoalan yang ada.  Dalam situasi demikian, hakim harus menemukan 
untuk mengisi kelengkapan hukum. Penekanan yang lebih cenderung asas 
kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa tujuan 
hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tinjauan 
hukum harus berguna untuk manusia.
50
 
      Selanjunya teori Utilitis dari Jeremy Bentham berpendapat bahwa 
tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan 
yang sebesar-besarnya.
51
 Teori Utilitis ini disebut juga dengan teori 
Eudaeministis yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan memberikan 
manfaat kepada masyarakat.
52
 Menurut Betham, tujuan hukum adalah 
memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-
banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan 
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sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang 
sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruk, 
adil atau tidaknya hukum ini tergantung apakah hukum mampu 
memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan 
diarikan sama dengan kebahagiaan (happines).
53
 
      Hukum dalam bentuk putusan hukum, ada dua dimensi kemanfaatan 
yang dapat kita lihat. Pertama, kemanfaatan yang ditujukan dan dirasakan 
oleh masyarakat luas. Adanya putusan hakim akan memberikan kepuasan 
kepada masyarakat terkait pentingnya eksistensi penegakan hukum 
melalui putusan hakim. Kedua, kemanfaatan yang dirasa setelah adanya 
putusan tersebut oleh pihak yang berperkara. Putusan hakim akan 
memberikan efek jera dan peringatan terhadap masyarakat untuk tidak 
melanggar hukum. Ini sesuai dengan tujuan hukum sebagai social control 
dan social egineering. Tanpa adanya nilai kemanfaatan, hakim akan 
memutus dengan sewenang-wenang dan tidak perhatikan dinamika 
masyarakat.
54
 
      Airan Utilitis memasukkan ajaran moral praktis yang menurut 
pengaruhnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan 
yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.
55
 
Betham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya 
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untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian 
menurut John Raws dengan teorinya yang disebut teori Rawls atau Justice 
as fairness (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu 
haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang 
mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaaan 
(the greatest happiness of the greatest number poeple).
56
 
      Menurut Betham, dalam buku Teori Hukum yang ditulis oleh Prof. Dr. 
Satjipto Rahardjo, SH dijelaskan bahwa alam telah menempatkan umat 
manusia di bawah pemerintahan dua penguasa, yakni suka dan duka. 
Untuk dua raja itu, manusia bergelumut tentang apa yang sebaiknya 
dilakukan, dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan 
apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita katakan, dan apa yang kita 
pikirkan. Raja suka itu merupakan kekayaan, kekuasaan, nama baik, 
perbuatan baik, persahabatan, pengetahuan, dan persekutuan. Sementara 
kebalikan dari raja suka itu sendiri adalah raja duka. Oleh Betham 
kemungkinan ultim raja suka adalah kebahagiaan. Seluruh tindak tunduk 
manusia disadari ataupun tidak sesungguhnya tertuju untuk meraih 
kebahagiaan itu. Menurt Betham, apa yang cocok digunakan atau cocok 
untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk 
memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga apa yang cocok untuk 
kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung menambah 
ketenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat itu. 
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Inilah yang mesti menjadi titik tolak dalam menata hidup manusia, 
termasuk hukum.
57
 Hal ini dapat dikatakan bahwa persoalan dari tujuan 
hukum dikaji melalui sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum 
dititikberatkan pada segi kemanfaatan.
58
 Penekanan pada asas kepastian 
hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam 
masyarakat.
59
 
      Selain asas kemanfaatan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, Al-
Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas 
manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Sejak abad ke-7 Masehi 
hukum Islam telah menganut asas manfaat.
60
 
 
E. Tinjauan Umum Maṣlaḥah 
1. Pengertian Maṣlaḥah 
      Secara etimologi, Maṣlaḥah sama dengan manfaat baik dari segi 
lafal maupun makna atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. 
Apabila dapat dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan 
dan menuntut ilmu itu juga merupakan suatu kemaslahatan maka hal 
tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu peyebab 
diperolehnya manfaat lahir dan batin.
61
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      Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maṣlaḥah yang 
dikemukakan oleh ulama ushul fiqh tetapi seluruh definisi ulama ushul 
fiqh tersebut mengandung makna yang sama. Imam al-Ghazali 
mengemukakan bahwa pada prinsipnya, Maṣlaḥah secara terminologi 
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka 
memelihara tujuan-tujuan syara’.62 
     Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus 
sejalan dengan tujuan syara’ meskipun terkadang bertentangan dengan 
tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya 
didasarkan kepada kehendak syara’ tetapi lebih menuruti hawa nafsu. 
Hal ini dapat dilihat ketika jaman jahiliyah dimana hak waris bagi 
perempuan ditiadakan karena menurut mereka hal ini mengandung 
kemaslahatan dan sejalan dengan adat istiadat mereka. Pandangan ini 
tidak sesuai dengan kehendak syara’ karenanya tidak dinamakan 
maslahah. Oleh sebab itu menurut Imam al-Ghazali yang dijadikan 
patokan dalam menentukan kemaslahatan itu merupakan kehendak dan 
tujuan syara’  bukan kehendak manusia.63 
      Tujuan syara’ yang harus dipelihara oleh syara’ ada lima bentuk 
yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 
memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila seseorang 
melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk mencapai kelima 
aspek hukum syara’ tersebut maka dinamakan Maṣlaḥah, sementara 
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segala bentuk upaya untuk menolak kemudharatan yang berkaitan 
dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan 
maslahah.
64
  
      Menurut Imam al-Syathibi, kemaslahatan tidak dibedakan antara 
kemaslahatan dunia dengan kemaslahatan akhirat karena apabila 
keduanya sama-sama untuk memelihara lima aspek yakni memelihara 
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 
memelihara harta termasuk kedalam konsep maslahah. Sehingga 
kemaslahatan dunia yang dicapai harus bertujuan untuk kemaslahatan 
akhirat.
65
 
 
2.  Macam-macam Maṣlaḥah  
      Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian 
Maṣlaḥah dilihat dari beberapa segi yakni segi kualitas dan 
kepentingan, segi berubah atau tidaknya Maṣlaḥah, segi keberadaan 
Maṣlaḥah, segi kandungan maslahah. 
a. Segi kualitas dan kepeningan kemaslahatan : 
1) Maṣlaḥah al-Daruriyyah (primer) adalah perkara-perkara yang 
menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia yang bila 
ditinggalkan maka rusaklah manusia, merajalela kerusakan, 
timbul kerusakan dan kehancuran. Perkara ini dapat 
dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara 
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pokok yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. 
2) Maṣlaḥah Ḥajiyyah (sekunder) ialah semua pembuatan dan 
perilaku yang tidak terikat dengan dasar yang lain (yang ada 
pada Maṣlaḥah Daruriyyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat 
tetapi juga terwujud, sehingga dapat menghindarkan kesulitan 
dan menghilangkan kesempitan. 
3) Maṣlaḥah Taḥsiniyyah (tersier) adalah mempergunakan semua 
yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan 
yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. 
Taḥsiniyyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, 
muamalah dan bidang ‘uqūbah. lapangan ibadah misalnya 
kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian 
yang baik ketika akan mendirikan sholat, mendekatkan diri 
kepada Allah melalui amalan-amalah sunnah seperti sholat 
sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain.
66
 
 
b. Segi berubah atau tidaknya Maṣlaḥah : 
1) Maṣlaḥah al-Ṡabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap 
dan tidak berubah sampai dengan akhir zaman. Kemaslahatan 
yang bersifat tetap ini diantaranya adalah berbagai kewajiban  
ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji. 
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2) Maṣlaḥah al-Mutagayyirah yaitu kemaslahatan yang bisa 
berubah-ubah. Perubahan kemaslahatan ini sesuai dengan 
perubahan tempat, perubahan waktu, dan subjek hukum. 
Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan mu’amalah dan adat 
kebiasaan.  
 
c. Segi keberadaan Maṣlaḥah  
1) Maṣlaḥah al-Mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung 
oleh syara’. Maksudnya adalah adanya dalil khusus yang 
menjadi dasar bentuk suatu kemaslahatan. 
2) Maṣlaḥah al-Mulgah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh 
hukum syara’ dikarenakan bertentangan dengan ketentuan 
syara’. 
3) Maṣlaḥah al-Mursalah yakni kemaslahatan yang 
keberadaannya tidak didukung oleh hukum syara’ akantetapi 
juga tidak ditolak oleh hukum syara’ dengan dalil yang 
terperinci.
67
 
                                                             
 67 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), hlm 116 
 65 
 
BAB III 
DISKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo 
      Pasca perang jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin 
memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan 
rakyat Jawa. Kondisi masyarakat Jawa semakin miskin mendorong 
terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi 
hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta 
agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan 
membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai 
pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni 
pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. 
Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah 
pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe 
mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan 
Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan 
sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat 
membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata 
Kabupaten. Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX 
dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan 
Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, 
Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari 
66 
 
 
Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat 
perjanjian, tertulis sebagai berikut : "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, 
Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan 
kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan 
Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten 
Sukoharjo" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan 
Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang 
disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan 
kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo).
1
 
      Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 
1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama 
Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu 
Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, 
menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 
1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada 
tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir Anom ke V ) 
diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen 
tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati 
II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari 
Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama 
Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet 
Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung 
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baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, 
tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.
2
 
 
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo 
      Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tujuan serta tanggung jawab, 
susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan 
ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 
disebutkan bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, 
Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita”. Dalam Pasal 10 
ayat (1) dijelaskan bahwa “Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari 
seorang Ketua dan Wakil Ketua”. Panitera Pengadilan Agama dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa 
orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa 
Juru Sita sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya 
sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 
seorang Wakil Sekretaris, dan terakhir berdasar Peraturan Mahkamah 
agung RI Nomor 7 tahun 2015, Nomenklatur yang baru meniadakan 
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sukoharjo.go.id, diakses pada 19 Desember 2018, pukul 15.00 
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wakil sekretaris dan wakil panitera.
3
 Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo adalah 
sebagai berikut : 
                                                             
 
3
 Redaktur, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo”, Dikutip dari www.pa-
sukoharjo.go.id, diakses pada 19 Desember 2018, pukul 15.30 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukoharjo 
      Pengadilan Agama Sukoharjo, yang merupakan Pengadilan 
Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang 
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yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan 
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan 
shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 
50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 
      Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 
eksekusi; 
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, 
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan 
kecuali biaya perkara); 
d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 
Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, 
apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang 
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; 
g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 
hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan 
sebagainya.
4
 
 
4. Letak Geografis Pengadilan Agama Sukoharjo 
      Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek 
Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo. Kemudian awal 
Februari 2007 dipindah ke gedung baru, terletak di Joho, Kelurahan 
Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl.Rajawali No.10, 
Sukoharjo. Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan salah satu bagian 
dari Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 
Semarang, yang mememiliki kompetensi absolut dan relatif, 
Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam menangani jenis perkara yang masuk dan kompetensi 
ralatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam 
menangani perkara di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pengadilan 
Agama Sukoharjo berada di wilayah daerah tingkat II Kabupaten 
Sukoharjo dengan batas wilayah sebagai berikut: 
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a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. 
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Surakarta. 
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, 
Kabupaten Wonogiri 
 
B. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh 
1. Duduk Perkara 
      Pemohon yang berinisial S akan menikahkan anaknya yang 
berinisial BP yang berumur 17 tahun 8 bulan beragama Islam dengan 
calon istrinya yang berinisial TV yang berumur 18 tahun 5 bulan 
bergama Islam. Kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya 
dengan calon istrinya itu mendapat penolakan dari Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan Surat 
Nomor 05/KUA.11.11606/KS.001/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017. 
Penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan anaknya 
belum cukup umur yakni BP yang baru berumur 17 tahun 8 bulan, 
sementara batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki menurut 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun. Pernikahan 
tersebut sangat mendesak untuk tetap dilakukan karena hubungan 
keduanya sudah semakin erat dan jika tidak segera dinikahkan 
Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan zina atau perbuatan yang 
dilarang oleh aturan agama. Antara anak Pemohon dengan calon 
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isterinya itu tidak ada larangan untuk menikah, keluarga Pemohon dan 
orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut. Anak 
Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah bekerja sebagai 
karyawan swasta dengan pengasilan tiap bulannya Rp. 1.800.000,- 
(satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitu pula dengan calon isterinya 
sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap 
bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah.
5
 
      Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua 
Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera 
mememeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan 
dengan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi dispensasi 
nikah kepada anak Pemohon dan calon isterinya.
6
 
 
2. Pertimbangan  
      Bahwa Pemohon berkediaman di Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo. Tempat kediaman Pemohon merupakan wilayah yuridiksi 
Pengadilan Agama Sukoharjo, maka perkara ini menjadi kewenangan 
relatif Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan 
mengadilinya.
7
 
      Berdasarkan duduk perkara, hakim mengabulkan permohonan 
Pemohon dengan pertimbangan : 
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6
 Ibid.  
 
7
 Ibid. 
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a. Keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon 
isterinya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kartasura karena anak Pemohon belum cukup umur 
sesuai batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi 
laki-laki, oleh karenanya untuk melangsungkan perkawinan harus 
mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; 
b. Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan 
anaknya sampai cukup umur tetapi tidak berhasil; 
c. Hakim menemukan fakta di persidangan yang pokoknya adalah 
anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama bergaul dan 
menjalin hubungan cinta bahkan telah berulang kali melakukan 
hubungan badan layaknya suami isteri; 
d. Antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan untuk 
menikah serta ayah atau wali dari calon isteri telah menyetujui dan 
sanggup untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon; 
e. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon 
isterinya telah lama bergaul dan menjalin hubungan cinta bahkan 
telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami 
isteri, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak Pemohon 
sampai berumur 21 tahun atau 19 tahun akan menimbulkan 
madhorot atau kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, 
sehingga madhorot atau mafsadat itu perlu dihindari sesuai dengan 
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kaidah hukum/kaidah fiqiyah sebagaimana yang termuat dalam 
Kitab Al Bajuri halaman 19   sebagai berikut :  
حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا أرد 
Artinya :  
“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan 
kemaslahatan” 
 
      Pertimbangan Hakim ini diperkuat dengan wawancara Penulis 
dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yakni Dra. H. Syamsiyah 
yang menyatakan bahwa : 
Permohonan dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orangtua 
dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa apabila orangtua 
sangat khawatir dengan pergaulan anak yang sudah tidak bisa 
diatasi sendiri dengan diberikannya dispensasi nikah maka anak 
tidak berbuat dosa terus menerus dan orangtua akan menjadi 
tenang.
8
 
 
3. Penetapan 
      Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim menetapkan 
sebagai berikut : 
a. Mengabulkan permohonan pemohon; 
b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang berinisial BP 
untuk menikah dengan calon isterinya berinisial TV; 
c. Membebankkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
      Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim pada 
hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masihiyah bertepatan dengan 
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 Dra. H. Syamsiyah, Hakim Pegadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Januari 
2019` 
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tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Ali Widodo 
sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Siti Syamsiyah dan Ngadimi, SH, 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetepan tersebut  pada hari 
itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh 
majelis tersebut, dibntu oleh H.Wasalam.SH, sebagai Panitera 
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.
9
 
 
C. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh 
1. Duduk Perkara 
      Pemohon I yang berinisial B dengan Pemohon II yang berinisial S 
ingin menikahkan anak kandungnya berinisial IA yang berusia 15 
tahun 3 bulan beragama Islam dengan calon suaminya berinisial TR 
yang berusia 24 tahun bergama Islam. Keinginan untuk menikahkan 
anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 
dengan Surat Nomor 13/Kua.11.11.07/KS.00/01/2017 tertanggal 11 
Januari 2017 dikarenakan usia anak Para Pemohon belum mencapai 
batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 
tahun bagi perempuan. Akan tetapi, pernikahan tersebut sangat 
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya 
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sudah sangat erat dan anak Para Pemohon telah menyatakan kepada 
Para Pemohon bahwa keduanya telah berulang kali melakukan 
hubungan selayaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut 
kondisi calon isteri pernah hamil 6 bulan tapi kemudian keguguran,  
sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan. Antara 
anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada halangan 
untuk menikah, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami 
anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan 
tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya 
perkawinan tersebut. Anak Para Pemohon telah dilamar calon 
suaminya dan lamarannya telah diterima. Anak Para Pemohon 
berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi 
seorang isteri. Begitupun calon sumainya sudah siap pula untuk 
menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja 
sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 
1.920.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) 
setiap bulannya.
10
 
      Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera 
memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan 
dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberi dispensasi 
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 Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh 
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kepada anak Para Pemohon berinisial IA untuk dinikahkan dengan 
calon suaminya bernama TR.
11
 
 
2. Pertimbangan 
      Pemohon I berinisial B berkediaman di Kecamatan Polokarto, 
Kabupaten Sukoharjo. Pemohon II berinisial S berkediaman di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Tempat kediaman 
Pemohon I dan Pemohon II masih termasuk wilayah yuridiksi 
Pengadilan Agama Sukoharjo, maka perkara ini menjadi kewenangan 
relatif Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan 
mengadilinya. Selain itu, perkara ini termasuk bidang perkawinan, 
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini 
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo. 
      Berdasarkan duduk perkara, hakim mengabulkan permohonan 
Pemohon dengan pertimbangan : 
a. Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya mendapat 
penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolban 
Kabupaten Sukoharjo dikarenakan usia anak Para Pemohon belum 
muncapai batas usia minimal perkawinan bagi wanita sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yakni 16 tahun; 
                                                             
 
11
 Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh 
79 
 
 
b. Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan 
anaknya tetapi tidak berhasil; 
c. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada 
halangan untuk menikah serta keluarga Para Pemohon dan orang 
tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana 
pernikahan tersebut. 
d. Berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon 
menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon, terbukti 
bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon besan 
Para Pemohon sudah sangat akrab dan telah melakukan hubungan 
layaknya suami isteri sehingga akibat perbuatan tersebut kondisi 
calon isteri pernah hamil 6 bulan tapi kemudian keguguran, maka 
apabila pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan 
dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih madharat. 
e. Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang 
berbunyi:  
حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا أرد                 
Atinya:  
“Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada 
menarik maslahat” 
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      Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan 
Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yakni Drs. Amirudin, SH yang 
menyatakan bahwa : 
“Pada dasarnya Pertunangan itu sebenarnya bukan menjadi alasan 
permohonan dispensasi nikah apabila tidak ada alasan lain yang 
sangat mendesak untuk bisa diberikan dispensasi. Pertunangan 
tanpa adanya hal yang mendesak bisa diundur dan bisa ditoleransi 
karena tidak terlalu penting (urgent). Hal mendesak tersebut salah 
satunya adalah anak-anak mengakui kepada orangtua telah 
berbuat layaknya suami isteri atau bahkan sudah hamil. Majelis 
hakim bisa menolak atau tidak menerima permohonan dispensasi 
nikah dengan alasan pertunangan saja.”12 
 
3. Penetapan 
       Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan sebagai 
berikut : 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang 
berinisial IA untuk menikah dengan calon suaminya berinisial TR; 
c. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk 
membayar biaya perkara sejumlah  Rp. 291.000,- (Dua ratus 
sembilan puluh satu ribu rupiah). 
       Penetapan ini dijatuhkan  pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil tsani 1438 Hijriyyah, 
berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo yang terdiri dari Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI 
sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, SH. dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah 
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sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis 
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan 
didampingi  oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H Tukino, SH. 
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon 
II.
13
 
 
D. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Skh 
1. Duduk Perkara 
a. Pemohon I yang berinisial AJ dan Pemohon II yang berinisial MN 
hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon berinisial AD 
yang berumur 14 tahun 6 bulan beragama Islam dengan calon 
istrinya berinisial NR yang berumur 14 tahun 6 bulan dan 
beragama Islam; 
b. Pemohon III yang berinisial S dan Pemohon IV yang berinsial N 
hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon berinsial NR 
yang berumur 14 tahun 6 bulan beragama Islam dengan calon 
suaminya berinsial AD yang bermur 14 tahun 6 bulan beragama 
Islam.  
c. Kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon 
mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 
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201/KUA.11.11.09/KS.00/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017 
dikarenakan usia keduanya belum mencapai batas usia minimal 
perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 
bagi perempuan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak 
untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah 
sedemikian eratnya dan anak Pemohon III dan IV tengah hamil 2 
bulan; 
d. Antara anak Pemohon I & II dan Pemohon III & IV tersebut tidak 
ada larangan untuk melakukan pernikahan, keluarga Pemohon I & 
II dan keluarga Pemohon III & IV telah merestui rencana 
pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang 
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. 
e. Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah akil 
baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala 
keluarga. Begitupun calon istrinya (anak Pemohon III dan 
Pemohon IV) sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu 
rumah tangga.
14
 
     Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera 
memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan 
dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberi dispensasi 
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kepada anak Pemohon I dan Pemohon II berinisial AD untuk menikah 
dengan calon isterinya berinisial NR.
15
 
 
2. Pertimbangan 
      Pemohon I berinisial AJ berkediaman di Kecamatan Polokarto, 
Kabupaten Sukoharjo. Pemohon II berinisial MN berkediaman di 
Dukuh Tengklik, RT. 01/ RW. 03, Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo. Pemohon III berinisial S berkediaman di Kecamatan 
Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pemohon IV berinisial N 
berkediaman di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Tempat 
kediaman Para Pemohon merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan 
Agama Sukoharjo, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif 
Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya. 
Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo. 
      Berdasarkan duduk perkara, hakim mengabulkan permohonan Para 
Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon 
mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 
201/KUA.11.11.09/KS.00/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017 
dikarenakan usia keduanya belum mencapai batas usia minimal 
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perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 
bagi perempuan. 
b. Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon .II dengan anak 
Pemohon III dan Pemohon IV berrinisial NR tersebut telah 
berjalan cukup lama dan telah menunjukkan hubungan yang 
sangat akrab sehingga dengan demikian kekhawatiran Para 
Pemohon akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh aturan 
agama antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon 
isterinya, bila pernikahan anak Para Pemohon tidak segera 
dinikahkan adalah cukup beralasan. 
c. Berdasarkan keterangan Para Pemohon yang di perkuat oleh 
keterangan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan 
calon mempelai perempuan anak Pemohon III dengan Pemohon 
IV berinisial NR beserta saksi-saksi, telah cukup membuktikan 
bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan 
Pemohon IV berinisial NR saat ini telah cukup mampu secara fisik 
dan mental untuk melangsungkan pernikahan mengingat anak 
Pemohon I dengan Pemohon II juga telah mempunyai penghasilan 
untuk bekal hidup berumah tangga nanti. 
      Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan 
Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yakni Drs. Amirudin, SH yang 
menyatakan bahwa : 
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“Hamil di luar nikah itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang 
oleh agama dan melanggar asusila. Hubungan yang menyalahi 
aturan agama dan asusila itu jelas-jelas dilarang dan  tidak boleh 
dilakukan sebelum akad. Akantetapi seandainya sudah tejadi dan 
hamil di luar nikah sementara umur belum mencapai batas usia 
minimal perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki 
dan 16 tahun bagi perempuan maka perlu adanya dispensasi 
nikah. Dispensasi nikah itu sendiri harus dengan beberapa 
pertimbagan. Dalam Al-Qur’an terdapat ketentuan, orang yang 
hamil di luar nikah akibat perbuatan zina tidak boleh dinikahkan 
kecuali dengan orang yang menghamili.  Kebanyakan 
permohonan dispensasi nikah diajukan karena hamil di luar nikah 
oleh karena itu akan dinikahkan dengan orang yang 
menghamilinya. Majelis hakim dengan pertimbangan tersebut dan 
hal-hal lain seperti status anak supaya terlahir dalam suatu 
perkawinan yang sah. Apabila tidak dinikahkan maka anak 
tersebut lahir menjadi anak ibu saja sehingga kewijaan anak itu 
sendiri terganggu karena akan menimbulkan pertanyaan di 
kemudian hari dan menimbulkan persoalan seperti diejek 
teman.”16  
 
       Pertimbangan ini diperkuat pula oleh pendapat Dra. Hj. Ufik Nur 
Arifah Hidayati, MSI. selaku Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
yang mana pemohonan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar 
nikah dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa dikabulkannya 
per-mohonan itu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar 
mereka terikat suatu perkawinan yang sah, tidak ada pernikahan siri 
dan anak lahir di dalam suatu perkawinan yang sah pula sehingga 
dapat menjaga nasab anak. Selain itu juga untuk kepentingan si anak 
yang akan lahir nantinya dalam pembuatan akta kelahiran bisa 
menjadi anak ayah. Akta yang tertuliskan sebagai anak ibu di 
kemudian hari dapat menimbulkan psikolog anak yang tidak bagus 
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 Drs.Amirudin, SH, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Januari 
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karena menimbulkan pertanyaan mengenai dia anak siapa. Dengan 
anak lahir dalam perkawinan yang sah, kewarisan dan wali nikah anak 
menjadi  jelas pula. 
      Bagi pencari keadilan itu sendiri, apabila sudah terlanjur hamil di 
luar nikah maka perempuan butuh status untuk dirinya sendiri dan 
kehamilannya berada dalam status perkawinan yang sah. Selain itu 
memberi efek jera bagi pelaku perzinaan bagi laki-laki supaya bisa 
tanggung jawab dengan perbuatannya. Dengan adanya dispensasi 
nikah ini, laki-laki yang belum cukup umur dan telah menghamili 
perempuan dapat tanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut 
sehingga tidak diulangi lagi dengan perempuan lain. 
      Dalam hal ini, agama Islam memberikan solusi yang bagus untuk 
orang yang mengalami persoalan tersebut, meskipun orang-orang 
mengecap Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melegalkan 
perkawinan di bawah umur. Sebenarnya Pengadilan Agama ini 
merupakan lembaga yang memberikan solusi bagi mereka yang 
bermasalah karena Pengadilan Agama adalah lembaga pemerintah 
yang bertugas menyelesaikan problematika masyarakat dan persoalan 
mengenai dispensasi nikah ini hanya bisa diselesaikan lewat 
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Akan tetapi perempuan 
yang sudah hamil di luar nikah hanya boleh dinikahkan dengan laki-
laki yang menghamilinya karena hubungannya dengan nasab si anak 
nantinya. Hal inilah yang menjadi  alasan kenapa dalam KHI 
87 
 
 
mensyaratkan wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki 
yang menghamilinya. 
 
2. Penetapan 
      Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan sebagai 
berikut : 
a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 
b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II 
berinisial AD untuk menikah dengan anak Pemohon III dan 
Pemohon IV berinisial NR; 
c. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya 
perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh 
satu ribu rupiah). 
      Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Romadhon 1438 H, oleh kami 
Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ngadimin 
S.H.. serta Drs.H. Ali Widodo, masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, penetapan tersebut juga diucapkan pada persidangan terbuka 
untuk umum, oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh Nur Endang Tri 
Margawati, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para 
Pemohon. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Memenuhi Asas 
Kemanfaatan 
      Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim 
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar 
keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi 
kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat 
pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah 
mempertimbangkan hasilnya nanti, apakah putusan hakim tersebut 
membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan 
dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan 
pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.  
      Dalam hal ini, Penulis merujuk pada pendapat Frence M Wantu yang 
mana putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim 
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar 
keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi 
kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat 
pada umumnya. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan 
manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan 
hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada 
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan 
kepentingan masyarakat pada umumnya.  
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      Selain itu pula merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Jerremy 
Betham yakni teori Utilitis bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan 
kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. 
1. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh 
      Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I yang 
berinisial S untuk menikahkan anaknya berinisial BP yang berumur 17 
tahun 8 bulan beragama Islam dengan calon istrinya yang berinisial 
TV yang berumur 18 tahun 5 bulan beragama Islam dengan alasan 
kekhawatiran orang tua, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo dengan Penetapan Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh.  
      Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
018/Pdt.P/2017/PA.Skh.  ditinjau dari asas kemanfbaatan sebagai 
berikut : 
a. Kemanfaatan bagi pencari keadilan 
       Berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam 
Penetapan Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, wawancara dengan 
hakim  Pengadilan Agama Sukoharjo dan wawancara dengan pihak 
yang terkait yakni BP dan TV, dapat dilihat bagaimana penetapan 
hakim yang telah diberikan.  
      Dilihat dari alasan yang diajukan ke Pengadilan Agama yakni 
kekhawatiran orangtua yang dikuatkan dengan pernyataan dari 
pihak terkait yakni BP dan TV yang mana mereka menyatakan 
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bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri 
dan tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih 6 bulan 
maka penetapan hakim ini beberikan kemanfaatan bagi keduanya.      
      Dengan penetapan yang diberikan oleh hakim sehingga mereka 
akhirnya bisa menikah maka mereka tidak terus-terusan berbuat 
dosa dengan berzina, mereka mendapatkan status yang jelas yakni 
suami isteri yang sah. 
       Merujuk pada teori Utilitis dari Jeremy Bentham bahwa tujuan 
hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan 
yang sebesar-besarnya, maka sesuai dengan wawancara Penulis 
dengan BP dan TV yang mana mereka menyatakan bahwa mereka 
merasakan kebahagiaan setelah pernikahan itu berlangsung. 
Mereka tidak ada masalah dalam hal ekonomi maupun 
permasalahan lain yang mengakibatkan pertengkaran serius dalam 
rumah tangga. Hal ini berarti penetapan hakim terhadap 
permohonan dispensasi nikah yang diberikan keepada mereka 
benar memberikan manfaat dalam hal kebahagiaan yang dirasakan 
antara keduanya.  
b. Kemanfaatan bagi masyarakat dan tokoh masyarakat 
      Merujuk pada pendapat Betham, tujuan hukum adalah 
memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada 
sebanyak-banyaknya warga msyarakat dan berdasarkan hasil 
wawancara Penulis dengan masyarakat yang ada di Dukuh tempat 
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kediaman BP dan TV maka dapat dilihat bahwa masyarakat 
merasakan kemanfaatan dengan adaya penetapan hakim yang 
diberikan kepada BP dan TV. Pasalnya mereka akhirnya 
mendapatkan status yang jelas sebagai suami isteri yang sah, tidak 
lagi menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat sehingga 
tatanan masyarakat juga semakin jelas. Adapun kebahagiaan yang 
dirasakan oleh masyarakat yakni mereka tidak lagi merasakan 
keresahan karena melihat pasangan yang belum sah menjadi suami 
isteri sudah tinggal satu rumah dengan waktu yang cukup lama.  
      Disamping itu, ada juga keluhan yang diutarakan masyarakat 
mengenai pernikahan antara BP dan TV. Bahwasanya dengan 
pernikahan mereka yang belum cukup umur menimbulkan 
pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni 
menganggap bahwa pacaran ternyata memang tidak ada hukuman 
yang berat. Anak-anak seusia mereka menganggap bahwa dengan 
pacaran akhirnya bisa menikah. 
 
2. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh 
      Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I yang 
berinisial B dengan Pemohon II yang berinisial S untuk menikahkan 
anaknya berinisial IA yang berusia 15 tahun 3 bulan beragama Islam 
dengan calon suaminya berinisial TR yang berusia 24 tahun bergama 
Islam. Dengan alasan kekhawatiran orang tua disertai dengan 
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pertunangan, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo dengan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
      Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
0027/Pdt.P/2017/PA.Skh ditinjau dari asas kemanfaatan sebagai 
berikut : 
a. Kemanfaatan bagi pencari keadilan 
      Berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam 
Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh, wawancara dengan 
hakim  Pengadilan Agama Sukoharjo dan wawancara dengan pihak 
yang terkait yakni IA dan TR, dapat dilihat bagaimana penetapan 
hakim yang telah diberikan.  
      Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak terkait 
yakni IA dan TR maka dapat dilihat bahwa mereka merasakan 
kebahagiaan setelah menikah, bukan hanya dalam rumah 
tangganya saja tetapi juga dalam masyarakat.  
“Meskipun oleh masyarakat masih kurang diterima, tetapi saya 
merasa lega karena bahan perbincangan mereka berkurang dan 
hanya sebatas membicarakan rumah tangga kami. Tidak lagi 
membicarakan hubungan kami yang belum jelas statusnya”1 
      
    Disamping kebahagiaan yang mereka rasakan, ada pula masalah 
dalam keluarga setelah mereka diberikan izin oleh Pengadilan 
Agama Sukoharjo yakni masalah ekonomi dalam rumah tangga 
yang menyebabkan perdebatan. 
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 IA, Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara Pribadi, Januari 2019 
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“Suami saya bekerja buruh, terkadang suami saya tidak 
bekerja. Hal ini yang sering menjadikan pertengkaran dalam 
rumah tangga kami”2 
 
        Permasalahan rumah tangga ini berakhir ketika suami kembali 
bekerja. Mengingat bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga 
hanya suami dikarenakan istri tidak bekerja maka ketika suami 
sedang tidak bekerja menimbulkan persoalan baru dalam rumah 
tangga mereka. Masyarakat juga sering mengetahui perselisihan 
antara keduanya yang disebabkan oleh masalah ekonomi. 
b. Kemanfaatan bagi masyarakat dan tokoh masyarakat 
      Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan masyarakat, 
dapat dilihat apakah penetapan hakim ini memberikan kemanfaatan 
 atau tidak. Menurut ibu H yakni masyarakat di Dukuh tempat 
kediaman IA dan TR sekaligus kader di Dukuh tersebut, penetapan 
hakim yang diberkan ini hanya memberikan sedikit manfaat. 
Manfaatnya yakni mereka menjadi suami istri yang sah.  
“Manfaatnya ya mereka bisa menikah dan tidak kumpul kebo 
lagi. Masyarakat resah melihat mereka kumpul kebo seperti 
itu. Apalagi I pernah hamil anak T dan keguguran. Akhirnya 
ditunangkan”3 
      
      Beliau juga mengungkapkan kurang setujunya dengan 
pernikahan mereka pasalnya mereka menikah di saat usia IA masih 
jauh dari standar usia menikah pada umumnya. Hal ini berdampak 
pada kondisi rumah tangga mereka dan juga anak mereka.  
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 IA, Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara Pribadi, Januari 2019 
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 H, Kader Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Januari 
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“Sebagai kader, saya kurang setuju dengan pernikahan mereka. 
Karena setelah menikah mereka kurang mengetahui tata cara 
bersosialisasi dengan masyarakat. Indah juga kurang 
memperhatikan kondisi anaknya. Dia sering melewatkan 
posyandu yang ada di sini. Dia kurang mempertimbangkan 
kesehatan anak. Dia sendiri masih terlihat sifatnya yang kanak-
kanak”4 
 
      Sementara itu, Ibu D menyatakan bahwa pernikahan yang 
dilakukan oleh IA dan TR ini memberikan manfaat bagi 
masyarakat karena dengan pernikahan mereka, masyarakat tidak 
lagi resah dengan hubungan antara keduanya akantetapi 
masyarakat tidak merasakan kebahagiaan apapun. 
 
3. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Skh 
      Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I 
berinisial AJ dan Pemohon II berinisial MN untuk menikahkan anak 
kandung Para Pemohon berinisial AD yang berumur 14 tahun 6 bulan 
beragama Islam dengan calon istrinya berinisial NR yang berumur 14 
tahun 6 bulan dan beragama Islam, serta Pemohon III berinisial S dan 
Pemohon IV berinisial N hendak menikahkan anak kandung Para 
Pemohon berinisial NR yang berumur 14 tahun 6 bulan beragama 
Islam dengan calon suaminya berinisal AD yang berumur 14 tahun 6 
bulan beragama Islam. Dengan alasan, dikabulkan oleh Majelis 
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HakimPengadilan Agama Sukoharjo dengan Penetapan Nomor 
0045/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
      Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
0045/Pdt.P/2017/PA.Skh ditinjau dari asas kemanfaatan sebagai 
berikut : 
a. Kemanfaatan bagi pencari keadilan 
      Apabila dilihat secara umum maka hakim dalam mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah 
memberikan kemanfaatan bagi anak yang menikah di bawah umur 
itu sendiri, anak dalam kandungan, dan status wanita. Anak dalam 
kandungan nantinya lahir dalam status perkawinan yang sah. 
Mendapatkan akta kelahiran dengan status anak ayah bukan hanya 
anak ibu saja.  
      Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo, kemanfaatan dalam hal ini dapat dilihat dari 
terpenuhinya hak-hak anak yang ada dalam kandungan. 
“Status anak supaya terlahir dalam suatu perkawinan yang sah. 
Apabila tidak dinikahkan maka anak tersebut lahir menjadi 
anak ibu saja sehingga kewijaan anak itu sendiri terganggu 
karena akan menimbulkan pertanyaan di kemudian hari dan 
menimbulkan persoalan seperti diejek teman”5 
 
  Sementara itu, berdasarkan wawancara Penulis dengan para 
pihak yakni AD dan NR dapat dilihat penetapan hakim itu 
memberikan manfaat bagi keduanya karena dengan diberikannya 
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 Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, 
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dispensasi nikah, mereka dapat menikah secara sah dan menjadi 
suami istri yang sah pula. Mereka merasakan kebahagiaan dengan 
tidak adanya persoalan serius dalam rumah tangga yang 
menyebabkan pertengkaran misalnya persoalan ekonomi. 
Akantetapi mereka kurang bahagia karena setelah pernikahan 
berlangsung, keduanya harus pisah rumah dengan alasan 
permintaan dari Ibu kandung NR. Ibu kandung NR tidak 
membolehkan anaknya tinggal serumah dengan suaminya. Hal 
inilah yang mengakibatkan mereka hingga saat ini belum 
merasakan kebahagiaan seperti halnya pasangan suami isteri pada 
umumnya. Pernyataan ini diperjelas oleh orangtua dari AD. 
“Ibu dari NR tidak mengizinkan NR tinggal di rumah sini. AD 
mau tinggal di rumah NR juga tidak boleh. Anak mereka 
berdua juga tidak dibolehkan dibawa kesini. Sampai sekarang 
NR dan AD pisah rumah. Ketemu pas kerja saja.”6 
 
b. Kemanfaatan Bagi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat 
      Menurut Ibu Ufik selaku Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, 
penetapan hakim dikarenakan hamil di luar nikah ini juga 
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 
“Memberikan manfaat bagi para pihak, memberikan kepastian 
status dalam masyarakat. Manfaat untuk masyarakat yakni 
tidak ada  perkawinan liar karena sudah terakomodir dalam 
pernikahan resmi, tatanan masyarakat menjadi teratur. Anak 
yang di bawah umur dan sudah hamil di luar nikah apabila 
sudah dinikahkan maka mendapatkan hak pilih dalam pemilu 
karena sudah dianggap  cakap bertindak hukum.”7 
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 Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, 
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       Berdasarkan wawancara Penulis dengan masyarakat di Dukuh 
tempat tinggal AD dan NR. Bahwasanya pernikahan antara 
keduanya memberikan manfaat bagi masyarakat karena yang pada 
awalnya masyarakat resah karena pergaulan mereka berdua dan 
dikareakan tidak adanya status hubungan yang jelas antara 
keduanya, saat ini sudah tenang dan tidak menimbulkan keresahan 
bagi masyarakat, karena pada akhirnya setelah mendapatkan 
putusan hakim mengenai surat dispensasi dari pengadilan akhirnya 
mereka pun menikah dan mendapatkan status yang sah. 
      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak 
Para Pemohon yang tertulis dalam Penetapan Nomor 
018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh, dan 
Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Skh belum memenuhi batas 
minimal usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 
perempuan. Pernikahan anak Para Pemohon mencapai tujuan pernikahan 
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Bahagia itu diartikan sebagai kehidupan bersama antara suami 
dan isteri dalam suasana yang bahagia, tujuan perkawinan ini telah dicapai 
oleh suami isteri tersebut. 
      Begitu pula menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan dalam 
Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga 
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yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan menurut KHI 
ini belum sepenuhnya tercapai oleh anak Para Pemohon secara 
keseluruhan. Pasalnya masih ada problematika dalam rumah tangga 
dikarenakan beberapa faktor seperti masalah ekonomi, masalah dalam 
keluarga yang menyangkut mertua, dan masalah. 
      Oleh karena itu, setelah adanya penetapan hakim terhadap permohonan 
dispensasi nikah untuk mereka bisa dikatakan memberikan manfaat tetapi 
di samping itu juga memberikan problematika baru. Penetapan hakim 
bermanfaat bagi mereka untuk menghindari perbuatan zina yang terus 
menerus dilakukan, memberikan status hukum bagi anak yang ada dalam 
kandungan supaya nantinya lahir dalam perkawinan yang sah dan bisa 
mendapatkan akta kelahiran dengan status anak ayah sehingga tidak 
menimbulkan gangguan psikologis bagi anak ketika dewasa, memberikan 
status yang jelas bagi perempuan, memberi efek jera bagi laki-laki agar 
tidak mengulangi perbuatan zina  dengan perempuan lain, memberikan 
ketenangan kepada orangtua karena anaknya sudah mempunyai status 
yang sah. 
      Disamping kemanfaatan tersebut, ada pula problematika baru yang 
muncul setelah diberikannya penetapan dispensasi nikah. Problematika ini 
diantaranya adanya pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan usia 
yang masih sangat muda dan belum dewasa, faktor ekonomi yang 
disebabkan karena suami tidak bekerja, kurangnya perhatian terhadap anak 
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mereka yakni kesehatan anak, ketidak bahagiaan ketika harus pisah rumah 
dengan suami/istri yang disebabkan karena orangtua. 
      Adapun kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya 
penetapan hakim tersebut diantaranya yakni terciptanya tatanan 
masyarakat yang baik, tidak ada masyarakat yang menjalin hubungan 
tanpa status hingga menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat. 
Akantetapi juga menimbulkan problematika baru yakni dapat memberikan 
pengaruh buruk kepada anak-anak lainnya dimana mereka dapat berfikir 
bahwa berhubungan dengan lawan jenis dan melebihi batas itu tidak ada 
hukuman apapun. 
 
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Memenuhi Maṣlaḥah 
       Maṣlaḥah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada 
kebaikan manusia. Umumnya diarikan dengan segala sesuatu yang 
bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan 
misalnya menghasilkan suatu kesenangan, atau dalam hal menolak serta 
menghindarkan seperti menolak kemadhorotan. 
1. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh 
      Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I yang 
berinisial S untuk menikahkan anaknya berinisial BP yang berumur 17 
tahun 8 bulan beragama Islam dengan calon istrinya yang berinisial 
TV yang berumur 18 tahun 5 bulan beragama Islam dengan alasan 
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kekhawatiran orang tua, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo dengan Penetapan Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh.  
      Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
018/Pdt.P/2017/PA.Skh.  ditinjau dari Maṣlaḥah sebagai berikut : 
a. Maṣlaḥah bagi pencari keadilan 
       Berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam 
Penetapan Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, wawancara dengan 
hakim  Pengadilan Agama Sukoharjo dan wawancara dengan pihak 
yang terkait yakni BP dan TV, dapat dilihat bagaimana penetapan 
hakim yang telah diberikan.  
      Dilihat dari alasan yang diajukan ke Pengadilan Agama yakni 
kekhawatiran orangtua yang dikuatkan dengan pernyataan dari 
pihak terkait yakni BP dan TV yang mana mereka menyatakan 
bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri 
dan tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih 6 bulan 
maka penetapan hakim ini beberikan kemanfaatan bagi keduanya. 
Dengan penetapan yang diberikan oleh hakim sehingga mereka 
akhirnya bisa menikah maka mereka tidak terus-terusan berbuat 
dosa dengan berzina, mereka mendapatkan status yang jelas yakni 
suami isteri yang sah. 
      Penetapan ini memenuhi Maṣlaḥah dikarenakan dapat menjaga 
agama yakni mereka tidak terus menerus berbuat zina. Akhirnya 
bisa menikah dan dapat berhubungan suami isteri dalam status 
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hubungan perkawinan yang sah. Selain itu juga untuk menjaga 
keturunan supaya anak dalam kandungan nantinya lahir dalam 
status perkawinan yang sah dan menjaga nasab anak tersebut. 
b. Maṣlaḥah bagi masyarakat 
      Bagi masyarakat, seks bebas berdampak negatif bati tatanan 
masyarakat. Apabila ada warga masyarakat yang tidak bermoral itu 
menimbulkan kemadhorotan. Masyarakat terhindar dari 
berkembangnya seks bebas di masyarakat. 
 
2. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh 
      Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I yang 
berinisial B dengan Pemohon II yang berinisial S untuk menikahkan 
anaknya berinisial IA yang berusia 15 tahun 3 bulan beragama Islam 
dengan calon suaminya berinisial TR yang berusia 24 tahun bergama 
Islam. Dengan alasan kekhawatiran orang tua disertai dengan 
pertunangan, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo dengan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
      Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
0027/Pdt.P/2017/PA.Skh ditinjau dari Maṣlaḥah sebagai berikut : 
a. Maṣlaḥah bagi pencari keadilan 
      Berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam 
Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh, wawancara dengan 
hakim  Pengadilan Agama Sukoharjo dan wawancara dengan pihak 
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yang terkait yakni IA dan TR, dapat dilihat bagaimana penetapan 
hakim yang telah diberikan.  
      Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak terkait 
yakni IA dan TR maka dapat dilihat bahwa penetapan hakim 
memberikan Maṣlaḥah bagi keduanya karena keduanya tidak teru 
menerus berbuat zina dan akhirnya dapat memperoleh status yang 
jelas di masyarakat. 
b. Maṣlaḥah bagi masyarakat 
      Bagi masyarakat, seks bebas berdampak negatif bati tatanan 
masyarakat. Apabila ada warga masyarakat yang tidak bermoral itu 
menimbulkan kemadhorotan. Masyarakat terhindar dari 
berkembangnya seks bebas di masyarakat. 
 
3. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Skh 
      Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I 
berinisial AJ dan Pemohon II berinisial MN untuk menikahkan anak 
kandung Para Pemohon berinisial AD yang berumur 14 tahun 6 bulan 
beragama Islam dengan calon istrinya berinisial NR yang berumur 14 
tahun 6 bulan dan beragama Islam, serta Pemohon III berinisial S dan 
Pemohon IV berinisial N hendak menikahkan anak kandung Para 
Pemohon berinisial NR yang berumur 14 tahun 6 bulan beragama 
Islam dengan calon suaminya berinisla AD yang bermur 14 tahun 6 
bulan beragama Islam. Dengan alasan, dikabulkan oleh Majelis 
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HakimPengadilan Agama Sukoharjo dengan Penetapan Nomor 
0045/Pdt.P/2017/PA.Skh. 
      Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
0045/Pdt.P/2017/PA.Skh ditinjau dari asas kemanfaatan sebagai 
berikut : 
a. Maṣlaḥah bagi pencari keadilan 
      Apabila dilihat secara umum maka hakim dalam mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah 
memberikan kemaslahatan bagi anak yang menikah di bawah umur 
itu sendiri, anak dalam kandungan, dan status wanita. Anak dalam 
kandungan nantinya lahir dalam status perkawinan yang sah. 
Mendapatkan akta kelahiran dengan status anak ayah bukan hanya 
anak ibu saja.  
      Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo, kemanfaatan dalam hal ini dapat dilihat dari 
terpenuhinya hak-hak anak yang ada dalam kandungan. 
“Status anak supaya terlahir dalam suatu perkawinan yang sah. 
Apabila tidak dinikahkan maka anak tersebut lahir menjadi 
anak ibu saja sehingga kewijaan anak itu sendiri terganggu 
karena akan menimbulkan pertanyaan di kemudian hari dan 
menimbulkan persoalan seperti diejek teman”8 
 
       Sementara itu, berdasarkan wawancara Penulis dengan para 
pihak yakni AD dan NR dapat dilihat penetapan hakim itu 
                                                             
 
8
 Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, 
Wawancara Pribadi, Januari 2019 
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memberikan kemaslahatan bagi keduanya karena dengan 
diberikannya dispensasi nikah, mereka dapat menikah secara sah 
dan menjadi suami istri yang sah pula. 
b. Maṣlaḥah bagi masyarakat 
      Bagi masyarakat, seks bebas berdampak negatif bati tatanan 
masyarakat. Apabila ada warga masyarakat yang tidak bermoral itu 
menimbulkan kemadhorotan. Masyarakat terhindar dari 
berkembangnya seks bebas di masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
      Adapun dari uraian di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa  : 
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam 
Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah adalah : 
a. Pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilakukan 
dengan beberapa alasan yakni hamil di luar nikah, kekhawatiran 
orangtua diperkuat dengan pernaytaan bahwa anak Pemohon/Para 
Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, 
dan pertunangan yang diperkuat dengan alasan bahwa anak 
Pemohon/Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya 
suami isteri; 
b. Antara calon suami dan istri tidak ada halangan untuk menikah dan 
keluarga sudah saling merestui; 
c. Dalam hal permohonan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar 
nikah, memberikan status yang jelas terhadap anak yang akan lahir; 
d. Merujuk pada kaidah fiqiyah yang mana menolak terjadinya 
kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. 
 
2. Penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai dispensasi 
nikah bagi pencari keadilan 
a. Dari sisi asas kemanfaatan sebagai berikut : 
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      Penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah 
memberikan manfaat bagi para pencari keadilan yakni memberikan 
status yang jelas bagi perempuan, memberikan efek jera kepada 
laki-laki untuk tidak mengulangi hal yang sama dengan wanita lan, 
menjamin status anak yang berada dalam kandungan apabila 
dispensasi  nikah tersebut diajukan denga alasan hamil di luar 
nikah sehingga anak nantinya lahir dalam status perkawinan yang 
sah, memperjelas status mereka dalam masyarakat sebagai suami 
isteri yang sah dan tidak menjadi bahan perbincangan dalam 
masyarakat. 
      Disamping kemanfaatan tersebut, ada pula problematika baru 
yang muncul setelah diberikannya penetapan dispensasi nikah. 
Problematika ini diantaranya adanya pertengkaran dalam rumah 
tangga dikarenakan usia yang masih sangat muda dan belum 
dewasa, faktor ekonomi yang disebabkan karena suami tidak 
bekerja, kurangnya perhatian terhadap anak mereka yakni 
kesehatan anak, ketidak bahagiaan ketika harus pisah rumah 
dengan suami/istri yang disebabkan karena orangtua. 
b. Dari sisi Maṣlaḥah sebagai berikut : 
      Penetapan hakim ini dapat melindungi agama para pencari 
keadilan karena tidak terus menerus berbuat zina. Selain itu juga 
untuk menjaga ketuurunan dalam hal hubungan nasab sehingga 
punya kejelasan status nasab. 
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3. Penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai dispensasi 
nikah bagi masyarakat. 
a. Dari asas kemanfaatan 
      Kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya 
penetapan hakim tersebut diantaranya yakni terciptanya tatanan 
masyarakat yang baik, tidak ada masyarakat yang menjalin 
hubungan tanpa status hingga menjadi bahan perbincangan dalam 
masyarakat. Akantetapi juga menimbulkan problematika baru 
yakni dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak lainnya 
dimana mereka dapat berfikir bahwa berhubungan dengan lawan 
jenis dan melebihi batas itu tidak ada hukuman apapun.  
b. Dari sisi Maṣlaḥah 
      Bagi masyarakat, seks bebas berdampak negatif bati tatanan 
masyarakat. Apabila ada warga masyarakat yang tidak bermoral itu 
menimbulkan kemadhorotan. Masyarakat terhindar dari 
berkembangnya seks bebas di masyarakat. 
 
B. Saran 
      Setelah melakukan penelitian ini, Penulis memberikan saran 
diantaranya : 
1. Kepada orangtua untuk lebih mengawasi anaknya sehingga tidak 
terjerumus dalam pergaulan bebas yang memicu pernikahan di bawah 
umur; 
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2. Kepada anak-anak maupun remaja harus lebih menjaga pergaulannya 
sendiri supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas; 
3. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan 
Peradilan Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan yang 
berkualitas dan memenuhi Asas kemanfaatan.  
4. Kepada Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
dampak yang nantinya terjadi setelah diberikan dispensasi nikah bagi 
anak di bawah umur. 
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Lampiran Hasil Wawancara 
  
 Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan narasumber 
mengenai Penelitian penulis yang berjudul “Penetapan Hakim Terhadap 
Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Maṣlaḥah 
(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)” 
 
A. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Skh 
1. Data Narasumber  
a. Narasumber 1 
Inisial   : AJ  
Alamat  : Kecamatan Polokarto, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 40 Tahun 
Pekerjaan  : Buruh harian lepas 
b. Narasumber 2 
Inisial   : MN 
Alamat  : Kecamatan Polokarto, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 39 Tahun 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
c. Narasumber 3 
Inisial   : AD 
Alamat  : Kecamatan Polokarto, Kabupaten   
     Sukoharjo 
Usia   : 15 Tahun 
Pekerjaan  : Karyawan pabrik kain 
d. Narasumber 4 
Inisial   : NR 
Alamat  : Kecamatan Polokartto, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 15 Tahun 
Pekerjaan  : Karyawan pabrik kain 
e. Narasumber 5  
Inisial   : S 
Alamat  : Kecamatan Polokarto, Kabupaten   
     Sukoharjo 
Usia   : 50 Tahun 
Pekerjaan  : Pedagang 
f. Narasumber 6  
Inisial   : R 
Alamat  : Kecamatan Polokarto, Kabupaten   
     Sukoharjo 
Usia   : 32 Tahun 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
 
 
2. Keterangan  
a. Hari Wawancara : Senin 
b. Tanggal Wawancara : 14 Jauari 2019 
c. Waktu Wawancara : Pukul 09.00 WIB 
d. Tempat Wawancara : 
1) Narasumber 1 di kediaman Bapak A di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo; 
2) Narasumber 2 di kediaman Bapak A di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo; 
3) Narasumber 3 di kediaman Bapak A di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo; 
4) Narasumber 4 di kediaman Bapak A di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo; 
5) Narasumber 5 di kediaman Ibu S di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo; 
6) Narasumber 6 di kediaman Ibu R di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
3. Hasil Wawancara 
a. Narasumber 1  
      Narasumber 1 yang berinisial AJ merupakan ayah kandung dari 
AD. Adapun hasil wawancara Penulis dengan Bapak AJ adalah 
sebagai berikut : 
1) Tanggapan mengenai peristiwa tersebut yakni merasa kecewa 
akan tetapi tetap menikahkan anaknya dengan calon isterinya 
tersebut. 
2) Permasalahan antara AD dengan istrinya sebenarnya tidak ada. 
Dari keluarga Bapak A tidak mempermasalahkan apapun 
setelah pernikahan tersebut. Hanya saja di keluarga istri AD  
yakni di keluarga NR ada masalah pada Ibu dari NR itu sendiri. 
Ibu NR tidak mengizinkan anaknya tinggal serumah dengan 
suaminya. Hal inilah yang menyebabkan AD dan NR pisah 
rumah meskipun sudah menikah dan tidak ada permasalah 
pribadi antara keduanya. 
3) Apabila dilihat tidak ada persoalan ekonomi antara keduanya. 
Karena mereka sama-sama bekerja. Sejauh ini tidak ada konflik 
dikarenakan permasalahan ekonomi meskipun mereka masih 
sama-sama di bawah umur. 
4) Dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama 
Sukoharjo memberikan manfaat bagi keluarga yakni dengan 
 
 
adanya dispensasi menikah tersebut keluarga tidak terlalu malu 
lagi dengan pergaulan anak, karena mereka sudah menjadi 
pasangan suami isteri yang sah. 
5) Kebahagiaan keluarga tergantung kebahagiaan yang dirasakan 
anak. 
 
b. Narasumber 2 
      Narasumber 2 yang berinisial MN adalah ibu kandung dari AD. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan Ibu MN adalah sebagai 
berikut : 
1) Tanggapan mengenai peristiwa tersebut yakni awalnya tidak 
percaya, tetapi sudah terjadi. Mau bagaimanapun harus 
diterima meskipun ada sedikit rasa kecewa. 
2) Permasalahan antara keduanya dari keluarga AD tidak ada, 
bahkan tidak ada pertentangan antar keluarga sebelum 
menikah, pihak keluarga sama-sama merestui perikahan 
keduanya dikarenakan sudah hamill di luar nikah. Hanya saja 
pada saat sudah terjadi pernikahan ada permasalahan dari pihak 
NR yakni pada ibunya. Ibu kandung NR tidak mengizinkan NR 
tinggal serumah dengan AD, hal ini menyebabkan mereka 
pisah rumah dan anak dari NR tinggal bersama NR dan ibunya. 
3) Dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama 
Sukoharjo memberikan manfaat bagi keluarga karena keluarga 
tidak lagi menjadi bahan perbincangan masyarakat dikarenakan 
pergaulan AD dan NR. Sekarang AD dan NR sudah menjadi 
suami isteri. 
4) Kebahagiaan keluarga tergantung kepada kebahagiaan yang 
dirasakan anak. 
5) Permasalah ekonomi antara AD dengan NR sebenarnya tidak 
ada. Dengan keduanya yang bekerja, sudah cukup untuk hidup 
berdua. 
 
c. Narasumber 3 
      Narasumber 3 yang berinisial AD pelaku dispensasi nikah. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan AD adalah sebagai 
berikut : 
1) Alasan menikah di bawah umur karena telah menghamili calon 
isteri dan saat itu calon isteri sudah hamil 2 bulan. 
2) Pernikahan itu terjadi pada tahun 2017 ketika AD berusia 14 
tahun. 
3) Perasaan AD yakni sedikit malu setelah melangsungkan 
pernikahan itu, tetapi sudah tenang karena akhirnya diberikan 
dispensasi nikah oleh Pengadilan. 
4) Tidak ada permasalahan ekonomi setelah pernikahan. 
5) Merasakan kebahagiaan setelah menikah dengan NR. 
 
 
 
d. Narasumber 4 
 Narasumber 4 yang berinisial NR pelaku dispensasi nikah. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan NR adalah sebagai 
berikut : 
1) Menikah di bawah umur dengan AD karena saat itu telah 
dihamili calon suaminya (AD), dan saat itu telah hamil 2 bulan. 
2) Pernikahan itu tejadi pada tahun 2017 pada saat NR berusia 14 
tahun. 
3) Perasaan setelah melangsukan pernikahan yakni senang karena 
sudah sedikit bisa meredakan suasana dan sudah sedikit 
merasakan bahagia. 
4) Tidak ada permasalahan ekonomi setelah pernikahan. 
5) Merasakan kebahagiaan dengan suami setelah pernikahan 
berlangsung. 
 
e. Narasumber 5 
      Narasumber 5 berinisial S yang merupakan tokoh masyarakat 
di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Adapun hasil 
wawancara Penulis dengan S adalah sebagai berikut : 
1) Mengetahui persoalan nikah di bawah umur antara Saudara AD 
dengan Saudari NR. 
2) Sebelum pernikahan berlangsung, menimbulkan keresahan di 
masyarakat. Masyarakat menilai bahwa hubungan keduanya 
sangat tidak baik, melihat apa yang sudah terjadi di antara 
keduanya. Akan tetapi setelah mereka dibolehkan untuk 
menikah, akhirnya keresahan dalam masyarakat itu perlahan 
hilang. Mengingat bahwa hubungan keduanya sudah 
mempunyai status yang jelas. 
3) Pernikahan di bawah umur antara Saudara AD dengan Saudari 
NR, ada sebagian yang terpengaruh, dan ada sebagian yang 
tidak terpengaruh. Ini kembali ke orang tua, harus lebih pandai 
dalam mendidik dan menasehati anak. 
4) Pandangan masyarakat mengenai persoalan nikah di bawah 
umur antara Saudara AD dengan Saudari NR yakni masyarakat 
berpandangan lebih baik dinikahkan seperti ini, daripada terus 
berhubungan tetapi tidak ada status yang jelas. Mereka sudah 
dicoba dipisahkan tetapi tidak bisa. 
5) Pernikahan antara Saudara AD dengan Saudari NR 
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Tetapi tidak 
sepenuhnya. Kemanfaatan dalam arti mereka sudah mempunyai 
ikatan  yang sah dan tidak lagi menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat. 
6) Masyarakat mengetahui bahwa dalam rumah tangga Saudara 
AD dengan Saudari NR ada permasalahan karena terkadang 
terdengar. Tetapi tidak ada tanggapan apapun dari masyarakat. 
 
 
 
f. Narasumber 6 
      Narasumber 6 berinisial R yang merupakan masyarakat di 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Adapun hasil 
wawancara Penulis dengan Ibu R adalah sebagai berikut : 
1) Mengetahui persoalan nikah di bawah umur antara Saudara AD 
dengan Saudari NR. 
2) Keresahan di masyarakat terjadi sebelum mereka menikah. 
Mereka sudah berhubungan akrab yang menimbulkan fikiran 
negatif dari masyarakat. 
3) Pernikahan dibawah umur yang dilakukan antara Saudara AD 
dengan Saudari NR yang memberikan pengaruh, ada yang tidak 
memberikan pengaruh. Kembali lagi ke orang tua bagaimana 
mengawasi anaknya setelah melihat ke kejadian tersebut. Akan 
tetapi juga bisa memberikan pengaruh ketika anak melihat 
temannya yang berhubungan melebihi batas akan tetapi tidak 
mendapat hukuman apapun. 
4) Masyarakat tidak berpandangan apapun setelah pernikahan 
dilangsungkan. Masyarakat lebih senang mereka menikah 
daripada berhubungan dengan pergaulan yang salah. 
5) Manfaat bagi masyarakat yakni ketenangan dalam masyarakat, 
karena akhirnya mereka sah menjadi pasangan suami isteri. 
6) Konflik antar keduanya pernah terdengar di masyarakat. 
Akantetapi masyarakat tidak memberikan tanggapan apapun. 
  
B. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Skh 
1. Data Narasumber 
a. Narasumber 1 
Inisial   : H  
Alamat  : Kecamatan Mojolaban, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 48 Tahun 
Pekerjaan  : Penjait dan Kader Desa 
b. Narasumber 2 
Inisial   : D 
Alamat  : Kecamatan Mojolaban, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 32 Tahun 
Pekerjaan  : Penjahit 
c. Narasumber 3 
Inisial   : IA  
Alamat  : Kecamatan Mojolaban, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 16 tahun 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
 
 
 
d. Narasumber 4 
Inisial   : TR 
Alamat  : Kecamatan Mojolaban, Kabupaten   
     Sukoharjo. 
Usia   : 25 Tahun 
Pekerjaan  : Buruh bangunan 
  
2. Keterangan 
a. Hari Wawancara : Senin 
b. Tanggal Wawancara : 14 Januari 2019 
c. Waktu Wawancara : Pukul 14.15 WIB 
d. Tempat Wawancara : 
1) Narasumber 1 di kediaman Ibu H di 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 
Sukoharjo. 
2) Narasumber 2 di kediaman Ibu D di 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 
Sukoharjo. 
3) Narasumber 3 di kediaman IA di 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 
Sukoharjo. 
4) Narasumber 4 di kediaman TR di 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
3. Hasil Wawancara 
a. Narasumber 1 
      Narasumber 1 berinisial H yang merupakan tokoh masyarakat 
sekaligus kader di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan Ibu H adalah sebagai 
berikut : 
1) Mengetahui persoalan menikah bawah umur antara IA dengan 
TR; 
2) Keresahan dalam masyarakat sudah sejak mereka bergaul. 
Karena mereka melebihi batas dalam pergaulan, sering 
berkumpul  di rumah dan melewati batas bertamu. Sehingga 
dapat dikatakan kumpul kebo dan hal itu sudah terjalin lama. 
Setelah diberikan izin menikah, keresahan sedikit berkurang 
karena mereka akhirnya mendapatkan status yang sah. 
3) Bisa jadi memberikan pengaruh terhadap teman sebaya. Karena 
dengan dilihatnya kasus mereka dan tidak ada hukuman apapun 
bisa jadi teman sebaya ikut-ikutan. Hal ini yang menjadi tugas 
lebih lanjut para orang tua untuk lebih mengawasi anaknya. 
4) Pandagan masyrakat terutama tokoh masyarakat kurang setuju. 
Tetapi bagaimanapun lebih baik dinikahkan daripada teru-
terusan berhubungan yang berlebihan tanpa status yang sah. 
 
 
Akantetapi, sebagai kader kurang setuju pula dengan 
pernikahan ini mengingat IA tidak memperhatikan kesehatan 
anaknya dan jarang mengikuti posyandu. 
5) Manfaat bagi masyarakat hanya memberikan ketenangan dalam 
artian tidak resah melihat salah satu anggota masyarakat yang 
berhubungan melebihi batas tersebut. 
6) Konflik antar keduanya seringkali terdengar. Apalagi ketika 
suami IA tidak bekerja. 
 
b. Narasumber 2 
      Narasumber 2 berinsial D yang merupakan Kakak Kandung 
dari Saudari IA. Adapun hasil wawancara Penulis dengan Ibu D  
adalah sebagai berikut : 
1) Mengetahui persoalan menikah bawah umur antara IA dengan 
TR; 
2) Keresahan dalam masyarakat terjadi sebelum pernikahan 
berlangsung. Setelah pernikahan berlangsung tidak ada 
keresahan lagi. 
3) Ada teman yang terpengaruh dan ada teman yang tidak 
terpengaruh. Hal ini tergantung bagaimana orangtua 
mengawasi pergaulan anak. 
4) Pandagan mengenai pernikahan antara keduanya yakni lebih 
baik dinikahkan daripada berbuat zina terus menerus. 
5) Manfaat bagi masyarakat yakni tidak  menimbulkan bahan 
perbincangan lagi seperti dahulu. 
6) Konflik antar keduanya sering terjadi dan faktor utamanya 
yakni ekonomi. 
 
c. Narasumber 3 
      Narasumber 3 yang berinisial IA pelaku dispensasi nikah. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan IA adalah sebagai berikut 
: 
6) Menikah di bawah umur dengan TR karena saat itu telah 
bertunangan dengan TR dan telah melakukan hubungan 
layaknya suami isteri; 
7) Pernikahan itu tejadi pada tahun 2017 pada saat IA berusia 15 
tahun. 
8) Perasaan setelah melangsukan pernikahan yakni senang karena 
sudah menjadi istri sah TR dan mendapatkan sedikit 
kebahagiaan. 
9) Sering kali ada permasalahan ekonomi setelah pernikahan 
dikarenakan suami tidak bekerja. 
10)  Merasakan kebahagiaan dengan suami setelah pernikahan    
berlangsung meskipun sering kali bertengkar 
 
 
 
 
d. Narasumber 4 
      Narasumber 4 yang berinisial TR pelaku dispensasi nikah. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan TR adalah sebagai 
berikut : 
1) Alasan menikah karena telah melamar calon isterinya dan telah 
berhubungan badan layaknya suami isteri. 
2) Pernikahan itu terjadi pada tahun 2017 ketika TR berusia 24 
tahun. 
3) Perasaan TR yakni lega karena sudah bisa menikahi IA dan 
tidak lagi menjadi bahan perbincangan masyarakat karena 
pergaulannya dengan Indah. 
4) Ada permasalahan ekonomi ketika dirinya tidak bekerja. 
5) Merasakan kebahagiaan setelah menikah dengan IA.  
 
C. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan 
Dispensasi Nikah Perkara Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh 
1. Data Narasumber 
a. Narasumber 1 
Inisial    : SN 
Alamat : Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 
Usia    : 56 tahun 
Pekerjaan   : Bengkel motor 
b. Narasumber 2 
Inisial    : Wiwik 
Alamat   : Kecamatan Kartasuro, Kabupaten   
      Sukoharjo 
Usia    : 60 Tahun 
Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 
c. Narasumber 3 
Inisial    : TV 
Alamat :Kecamatan Kartasuro, Kabupaten        
Sukoharjo 
Usia    : 19 tahun 
Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 
d. Narasumber 4 
Inisial    : BP 
Alamat :Kecamatan Kartasuro, Kabupaten 
Sukoharjo 
Usia    : 18 tahun 
Pekerjaan   : Sopir alat berat 
 
2. Keterangan  
a. Hari Wawancara : Rabu 
b. Tanggal Wawancara : 16 Januari 2019 
c. Waktu Wawancara : Pukul  15.00 sampai selesai 
d. Tempat Wawancara :  
 
 
1) Narasumber 1 di kediaman Bapak SN di 
Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo; 
2) Narasumber 2 di kediaman Ibu  di 
Kecamatan Kartasuro, Kabupaten 
Sukoharjo; 
3) Narasumber 3 di kediaman TV di 
Kecamatan Kartasuro, Kabupaten 
Sukoharjo; 
4) Narasumber 4 di kediaman BP di 
Kecamatan Kartasuro, Kabupaten 
Sukoharjo 
 
3. Hasil wawancara 
a. Narasumber 1 
      Narasumber 1 berinisial SN yang merupakan ayah kandung 
dari Saudara BP. Adapun hasil wawancara Penulis dengan Bapak 
SN adalah sebagai berikut : 
1) Tanggapan mengenai peristiwa tersebut yakni merasa kecewa 
karena tidak bisa mencegah pergaulan anaknya sehingga 
dipandang buruk oleh masyarakat. 
2) Permasalahan antara BP dan TV hanya perihal  keturunan. 
Sampai sekarang belum mendapatkan keturunan. 
3) Apabila dilihat tidak ada persoalan ekonomi antara keduanya.  
4) Dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama 
Sukoharjo memberikan manfaat bagi keluarga yakni dengan 
adanya dispensasi menikah tersebut keluarga tidak menjadi 
bahan perbincangan tetangga lagi dikarenakan pergaulan BP 
dan TV. 
5) Keluarga merasa bahagia dengan pernikahan mereka dan 
merasa tenang karena mereka tidak teru-terusan berbuat zina. 
 
b. Narasumber 2  
      Narasumber 1 berinisial W yang merupakan warga masyarakat 
Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo. Adapun hasil 
wawancara Penulis dengan ibu W adalah sebagai berikut : 
1) Mengetahui persoalan menikah bawah umur antara BP dan TV; 
2) Keresahan dalam masyarakat sudah sejak mereka bergaul. 
Karena mereka melebihi batas dalam pergaulan, tinggal 
serumah di Sraten hampir 6 bulan. 
3) Bisa jadi memberikan pengaruh terhadap teman sebaya. Hal ini 
yang menjadi tugas lebih lanjut para orang tua untuk lebih 
mengawasi anaknya. 
4) Pandagan masyarakat lebih baik dinikahkan daripada mereka 
terus-terusan berbuat zina. 
 
 
5) Manfaat bagi masyarakat hanya memberikan ketenangan dalam 
artian tidak resah melihat salah satu anggota masyarakat yang 
berhubungan melebihi batas tersebut. 
6) Tidak mendengar konflik antar keduanya. 
 
c. Narasumber 3 
      Narasumber 3 yang berinisial TV pelaku dispensasi nikah. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan TV adalah sebagai 
berikut : 
1) Menikah dengan BP karena saat itu telah melakukan hubungan 
layaknya suami isteri dan tinggal serumah selama hampir 6 
bulan. 
2) Pernikahan itu tejadi pada tahun 2017 pada saat TV berusia 18 
tahun. 
3) Perasaan setelah melangsukan pernikahan yakni senang karena 
sudah menjadi istri sah dari BP dan tidak terus-terusan 
melakukan hubungan zina. 
4) Tidak ada permasalahan ekonomi setelah pernikahan. 
5) Merasakan kebahagiaan dengan suami setelah pernikahan 
berlangsung. 
  
d. Narasumber 4 
      Narasumber 3 yang berinisial BP pelaku dispensasi nikah. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan BP adalah sebagai berikut 
: 
1) Alasan menikah di bawah umur dengan TV karena telah 
berhubungan selayaknya suami isteri dan tinggal serumah 
selama hampir 6 bulan. 
2) Pernikahan itu terjadi pada tahun 2017 ketika BP berusia 17 
tahun. 
3) Perasaan BP yakni sedikit lega karena menjadi suami sah TV. 
4) Tidak ada permasalahan ekonomi setelah pernikahan. 
5) Merasakan kebahagiaan setelah menikah dengan TV  
6) Permasalahan yang dirasakan hanya belum mempunyai 
keturunan hingga saat ini. 
  
 
 
Lampiran Hasil Wawancara Dengan Hakim 
 Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan narasumber 
mengenai Penelitian penulis yang berjudul “Penetapan Hakim Terhadap 
Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Maṣlaḥah 
(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)” 
1. Drs. Amirudin, SH 
a. Mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah 
dengan alasan hamil di luar nikah 
 Hamil di luar nikah  itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang 
oleh agama dan melanggar asusila. Hubungan yang menyalahi aturan 
agama dan asusila itu jelas-jelas dilarang dan tidak boleh dilakukan 
sebelum akad. Akantetapi seandainya sudah tejadi dan hamil di luar 
nikah sementara umur belum mencapai batas usia minimal perkawinan 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan 
maka perlu adanya dispensasi nikah.  
 Dispensasi nikah itu sendiri harus dengan beberapa pertimbagan. 
Dalam Al-Qur’an terdapat ketentuan, yakni dalam Qs. An-Nur ayat  
Bahwa jangan menikahkan orang musyrik dengan... akibat perbuatan 
zina tidak boleh dinikahkan kecuali dengan orang yang menghamili. 
Kebanyakan permohonan dispensasi nikah diajukan karena hamil di 
luar nikah oleh karena itu akan dinikahkan dengan orang yang 
menghamilinya. Majelis hakim dengan pertimbangan tersebut dan hal-
hal lain seperti status anak supaya terlahir dalam suatu perkawinan 
yang sah. Apabila tidak dinikahkan maka anak tersebut lahir menjadi 
anak ibu saja sehingga kewijaan anak itu sendiri terganggu karena 
akan menimbulkan pertanyaan di kemudian hari dan menimbulkan 
persoalan seperti diejek teman. 
b. Mengenai permohonan dispensasi nikah dengan alasan pertunangan 
 Pertunangan itu sebenarnya bukan menjadi alasan permohonan 
dispensasi nikah apabila tidak ada alasan lain yang sangat mendesak 
untuk bisa diberikan dispensasi. Pertunangan tanpa adanya hal yang 
mendesak bisa diundur dan bisa ditoleransi karena tidak terlalu penting 
(urgent). Hal mendesak tersebut salah satunya adalah anak-anak 
mengakui kepada orangtua telah berbuat layaknya suami isteri atau 
bahkan sudah hamil. Majelis hakim bisa menolak atau tidak menerima 
permohonan dispensasi nikah dengan alasan pertunangan saja. 
c. Mengenai permohonan dispensasi nikah dengan alasan kekhawatiran 
orangtua 
 Apabila orangtua sudah tidak mampu mengatasi dan menasehati 
anaknya dalam hal pergaulan anaknya sehingga sudah menjurus pada 
hal-hal yang mengarah kepada zina maka majelis hakim dapat 
mempertimbangkan untuk mengabulkan tetapi harus tetap diperhatikan 
juga syarat-syarat perkawinan diantaranya bukan mukhrim, tidak 
sedang dalam tunangan orang lain, dan sebagainya. Apabila sudah 
 
 
memenuhi syarat dan tinggal umur saja yang kurang maka 
permohonan dispensasi nikah dapat dipertimbangkan. 
d. Penilaian majelis hakim mengenai pernikahan dibawah umur 
 Pernikahan di bawah umur itu dari segi kewijaan sebenarnya 
belum siap, meskipun sudah besar secara fisik (badan) sementara 
peluang untuk belajar masih ada. Akan tetapi kalau ada sebab harus 
dilangsungkan pernikahan di bawah umur memberikan dampak 
diantaranya dari segi kesehatan perempuan, resiko kandungan, 
kehamilan anak masih kurang maksimal. Mengatasi masalah dalam 
rumah tangga juga kurang maksimal dikarenakan kurangnya 
kematangan jiwa anak, sehingga dapat memicu rumah tangga yang 
tidak bertahan lama atau langgeng. 
e. Kemanfaatan yang dipertimbangkan dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah  
1) Bagi pencari keadilan 
a) Keinginan anak tepenuhi, sehingga mereka menjadi suami 
isteri ; 
b) Dapat melepaskan diri dari keadaan maksiat; 
c) Anak yang berada dalam kandungan mendapatkan status yang 
sah ketika lahir karena lahir dalam status perkawinan yang sah; 
2) Bagi masyarakat : 
a) Masyarakat menjadi tertata karena sudah ada status perkawinan 
yang sah untuk anak tersebut; 
b) Tidak menjadi bahan perbincangan lagi dalam masyarakat. 
 
2. Dra. Hj. Syamsiyah 
a. Mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah 
dengan alasan hamil di luar nikah 
 Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil di 
luar nikah yang menjadi pertimbangan hakim adalah dalam hal yang 
menyangkut mengenai dampak yang nantinya akan terjadi seperti 
halnya agar tidak tejadi  maksiat terus menerus. Sehingga dapat 
menjaga kemaslahatan para pihak. 
b. Mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah 
dengan alasan pertunangan 
 Pernohonan dispensasi nikah dikarenakan pertunangan tidak 
menjadi pertimbangan hakim kecuali ada hal-hal yang lain. 
c. Mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah 
dengan alasan kekhawatiran orangtua 
 Permohonan dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orangtua 
dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa apabila orangtua sangat 
khawatir dengan pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi sendiri 
dengan diberikannya dispensasi nikah maka anak tidak berbuat dosa 
terus menerus dan orangtua akan menjadi tenang. 
 
 
 
 
d. Penilaian majelis hakim mengenai perkawinan di bawah umur 
 Sebenarnya tidak setuju. Akantetapi anak sudah terlanjur menjalin 
cinta yang lama daripada terus-menerus berbuat maksiat. Perlu 
diperhatikan sayart-syaratnya, apabila sudah memenuhi maka 
diberikan dispensasi nikah. 
 
3. Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. 
a. Mengenai pertimbangan hakim mengenai permohonan dispensasi 
nikah dikarenakan hamil di luar nikah 
 Pemohonan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah dapat 
dikabulkan dengan pertimbangan bahwa dikabulkannya permohonan 
itu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar mereka terikat 
suatu perkawinan yang sah, tidak ada pernikahan siri dan anak lahir di 
dalam suatu perkawinan yang sah pula sehingga dapat menjaga nasab 
anak. Selain itu juga untuk kepentingan si anak yang akan lahir 
nantinya dalam pembuatan akta kelahiran bisa menjadi anak ayah. 
Akta yang tertuliskan sebagai anak ibu di kemudian hari dapat 
menimbulkan psikolog anak yang tidak bagus karena menimbulkan 
pertanyaan mengenai dia anak siapa. Dengan anak lahir dalam 
perkawinan yang sah, kewarisan dan wali nikah anak menjadi  jelas 
pula. 
 Bagi pencari keadilan itu sendiri, apabila sudah terlanjur hamil di 
luar nikah maka perempuan butuh status untuk dirinya sendiri dan 
kehamilannya berada dalam status perkawinan yang sah. Selain itu 
memberi efek jera bagi pelaku perzinaan bagi laki-laki supaya bisa 
tanggung jawab dengan perbuatannya. Dengan adanya dispensasi 
nikah ini, laki-laki yang belum cukup umur dan telah menghamili 
perempuan dapat tanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut 
sehingga tidak diulangi lagi dengan perempuan lain. 
 Dalam hal ini, agama Islam memberikan solusi yang bagus untuk 
orang yang mengalami persoalan ini, meskipun orang-orang mengecap 
Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melegalkan perkawinan di 
bawah umur. Sebenarnya Pengadilan Agama ini merupakan lembaga 
yang memberikan solusi bagi mereka yang bermasalah karena 
Pengadilan Agama adalah lembaga pemerintah yang bertugas 
menyelesaikan problematika masyarakat dan persoalan mengenai 
dispensasi nikah ini hanya bisa diselesaikan lewat Pengadilan Agama 
bagi yang beragama Islam. Akan tetapi perempuan yang sudah hamil 
di luar nikah hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang 
menghamilinya karena hubungannya dengan nasab si anak nantinya. 
Hal inilah yang menjadi  alasan kenapa dalam KHI mensyaratkan 
wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang 
menghamilinya. 
b. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orangtua 
 
 
 Permohonan dipensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orangtua 
sebenarnya tidak menjadi alasan dan dapat tidak diterima, kecuali 
apabila ada alasan lain yang sangat mendesak semisal anak telah 
megakui kepada orangtuanya kalau dia pernah melakukan maksiat atau 
hubungan badan layaknya suami isteri. Apabila hanya kekhawatiran 
orantua terhadap pergaulan anak maka ini menjadi tugas orangtua 
untuk mendidik anaknya supaya jauh dari pergaulan bebas tersebut. 
c. Pendapat mengenai dispensasi nikah  
 Secara pribadi sebenarnya tidak setuju, akantetapi faktanya dalam 
masyarakat hal ini banyak terjadi. Bagi anak yang sudah terlanjur 
hamil diluar nikah, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya. 
Pasal yang mengatur mengenai dispensasi nikah merupakan terobosan 
pemerintah untuk menangani persoalan tersebut, karena bagaimanapun 
mereka tetap warga masyarakat yang perlu dilindungi hak-haknya. 
d. Kemanfaatan yang diperhatikan ketika mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah 
 Asal memberikan manfaat bagi para pihak, memberikan kepastian 
status dalam masyarakat. Manfaat untuk masyarakat yakni tidak ada  
perkawinan liar karena sudah terakomodir dalam pernikahan resmi, 
tatanan masyarakat menjadi teratur. Anak yang di bawah umur dan 
sudah hamil di luar nikah apabila sudah dinikahkan maka mendapatkan 
hak pilih dalam pemilu karena sudah dianggap  cakap bertindak 
hukum. 
 
4. Drs. H. Ali Widodo 
a. Mengenai pertimbangan hakim mengenai permohonan dispensasi 
nikah dikarenakan hamil di luar nikah 
 Menjaga status anak yang implikasinya ke waris, akta, dll. 
Ketertiban dalam masyarakat, apabila sudah menikah menjadi jelas 
karena sudah mempunyai payung hukum yakni buku nikah. 
Kedudukan sosial anak menjadi jelas dalam masyarakat karena apabila 
tidak dinikahkan menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat, 
digunjingkan dalam masyarakat. 
b. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah dikarenakan pertunangan 
 Apabila sudah terjadi pertunangan yang penting masih bisa 
menjaga, ditunda dulu sampai batas usia minimal perkawinan 
terpenuhi. Kecuali ada hal lain yang lebih mendesak. Itu menjadi 
pertimbangan hakim tersendiri. Apabila secara umumnya, kalau hanya 
pertunangan saja maka disarankan untuk menjaga diri. Apabila belum 
waktunya menikah harus dijaga terlebih dahulu, ditunggu sampai usia 
sesuai dengan aturan pemerintah. 
c. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orangtua 
 Sejauh mana kekhawatirannya, orang tua sebenarnya harus 
menjaga sejak lahir pun harus bisa menjaga. 
 
 
e. Kemanfaatan yang diperhatikan ketika mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah 
 Manfaat untuk masyarakat yakni tidak ada  perkawinan liar karena 
sudah terakomodir dalam pernikahan resmi, tatanan masyarakat 
menjadi teratur. Anak yang di bawah umur dan sudah hamil di luar 
nikah apabila sudah dinikahkan maka mendapatkan hak pilih dalam 
pemilu karena sudah dianggap  cakap bertindak hukum. 
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